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PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
4'
Pujl syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunianya,
~pada'tanggal^4 November 2010 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan UndangTUndang
RepubllklndpnesiaNbmor 11TaliUn2010jehtangCagaf Bud -
Undang-Uridang ml merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor STahun
1992Tentang Benda CagarBudayayang sudabtidak sesuai lagi dqngan paradigma pelestatian,Cagar
Budaya saat ini/ yang diperlukanradanya keselmbangan antara aspek ideologis, akadeniis, Tekologis
dan ekonbmis guha meningkatkan kesejahtefaan rakyat. Di samping itu puia bahwa penggantian
Undang-Undang ini diniaksudkan pula Untuk menyesuaikan perkembangan tuntutan.dan kebutuhan
hukum dalam masyarakatyang semakin dihamis. . ' ^
Peherbitan dan penyebarluasan buku Undang-Undang Republik Indonesia Nombr 11 Tahun 2011
diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan aeuan hukum bagi inasyarakat teptang berbagai ba)
yangterkaittentang pengaturan di bidangperlinduhgan.pengernbangan,.dan pemanfaatan Cagar-
Budaya untuk kependngan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama/sosial dap kebuday^n
maupununtukkepentingankepariwisataan; ^
palamkesjen^patan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi:dnggl^^^^^^^
terinrtakasih kepada senriua pihak yang telah menyumbangkan ide-lde, gagasan-gagasan maupun
pemikiran-pemikiriannya, khususnya anggbta Kbmisi X DPR Rl para pakar, akademisi ^ an^^^lum^
jajbran Kementerian Kebudayiaaih dan Pariwisata yang terlibal dalam penyusunan hingga disahkan
Undang-Undang ini bleh Presiden Republik IndoheiSia/ ^ ^
. Semoga buku ini dapat rnemenuhj harapan dan tuntutan masy^rakat Ihdone^i^ dalarn ^
Jakarta, Januari 2011
t)irektur jenderal Sejarah dan Purbakala
Aurora Tambunan
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Yang dimakiud dengart'Yekonstruksi^adalah upaya mengembalikan BangunanGagar Budaya
keaslian bahan; teknikpengerjaan, dan tata letaKtermasuk daiam menggunakan bahan bam
sebagjaipengggantl bahanaslj. , >
Yang dimaksud dengan ^konsojidasr' adalah perbaikan terhadap Bangupan Gagar Budaya-dan
StrgkturGagar Budaya yang berti^juan.inemperkuatkonstfuksi dan menghambat proses
kerusakan leblh lanjut. vv
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PRESID^N
REPtiBUK INDONESIA
-}■
1>ENjELASAN ATAS UNDANG-UNDANti REPUBi^
NOMOR1TTAHUN2010
LUMUM '
II.PASALDEMIPASAL /
pengembBngan potensi cagar budaya bagi kepenflngan rekreasi, daerah konservasi lingkungBn
alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisidrtal, keagamaan, dan kepariwlsataan^; 2
.  Hurufd ^
Yang dimaksud dengan "zona penunjang" adalah area yang diperuntukan bagi saranaidan
prasarana penunjang serta untuk kegiatan kolTiersiai dan rekreasl unfium. - .
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Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi '(deterioratron), yaitCi fenomena ■
penurunan karakteristik dan kualitasBenda GagarBudaya, balk aklbatfaktorfisik(misa[nya air,
api,dah cahaya),mekanis(misalnyaretak;danpatah), kimiawi (jnisalnya asam keras, dan basa
keras), maupun blologis (misalnya jamur, bakterl dan serahgga).
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V CMkup jelas;. " ' -
■■Ayat,G) V
c^^ ^
;^t.(3) ^ - -v
Htirufav- .
Yang dimaksud dehgan "zbna inti" adafah area peliridungan ujtarha untqk menjjEiga bagian
terpentlhg Cagar Budaya.j '
Yang dirnaksud dehgan''zdna penyangga'\adafeh,area yang mejindungi zpna inti.
Hurufc ; •_
*  Yang dimaksud dengah "zgna pengembangan"adalah area yang diperuntukan bag!
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Menimbahg:
TEN1ANG CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMATTUHAN^NG MAHA ESA
raESIDEN REPUBLIK INbO
bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa
maniisiar
yang penting artlnya bag! peniahaman dan pengembangan
sejarah,ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupah
bermasyarakat, berbangsa,. dan berndgara sehingga
perlu dilestarikan dan dikeldla secara tepiat melalul upaya
pelindungan, pengembangan,. dan pemanfaatan dalam
rangka memajukan kebudayaan national untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;
bahWa untuk melestarikan cagar budaya/ negara ber-
tartggOng jawab dalarrt pengaturan pelihdungan, pengem-
; bangan,dan pemanfaatan cagar budaya; -
bahwa cagar budaya berupa benda, bahgunan, struktur,
situs, dan kawasan perlu dlkelpla oleh pemerinfah. dan.
pemerintah daerah dengan menlngkatkan peran serta
memanfaatkan cagar budaya;
.  ;PRESfD?N
REPUBLIK INDONESIA
PRESiDEN
RgPUEUK INDONESIA
.  ^ d.. , bahwa dengan adartya peruBaharr paradigma pelestarlah
cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis,
/  akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan
kesejahteraart rakyat;
e.t bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda'
Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, >
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehihgga
perlu diganti; , .
f. bahvya berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud
,  ; dalam hjuruf a, hujuf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
merrrbentuk Undang-Undang tentang CagarBudaya;
Mehgingat : Pasal 20, Pascil 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) •
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
.  . ^ 19^5;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
^an
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG CAGAR BUDAYA.
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Yang dimaksud dengan "kegiatan pendokumentasian" adalah pendataan, antara lain uraian. teks,
grafts, audio, video, foto, film, dan gambar.
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kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.
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PRESI0EN
-R^0ld»^«4B©NESIA'^'
BABI :
KETENTUANUMUM
PasaM .
1. Gagar Budaya adalah warisah budaya bersifat kebendaan berupa Benda Gagar Budaya;
Bangunan Gagan Budaya, Struktur Gagar Budaya, Situs Gagar Budayay dan Kawasan' Gagar*
Budaya di darat dan/atau dl air yang perlu diiestarikan keberadaannya karenasinemiliki nilai
penting bagi sejarah,!ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan/atau kebudayaan melalui
yprosespenetapan. ' v ' '
2. Benda Gagar Budaya adalah benda aiarn dan/atau benda buatan manusia; baikbergerak rnaupun
tidakbergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-^bagiannya, atau sisa-sisanyayang
vmanusia. ^^^
3. Bangunan Gagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alarrvatau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan riiang berdinding dan/atau tidak berdinding,, dan beratap.
4; Struktur Gagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang k^iatan yang menyatu dengan alam, sarana,
dan prasararta untuk rhenampung kebutuhan.manusia.
5. Situs Gagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda
Gagar Budaya, Bangunan Cag4r Budaya, dan/atau Struktur Gagar Budaya sebagai hasil kegiatan
manusla^^taubukti.kejadianpada;masalalu.y '
6. Kawasan Gagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memilikWua Situs Gagar Budaya atau
lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas., '
7. kepemiiikan adalah hak terkuat dan terpenuh terbadap Qgar Budaya dengan tetap .
.  memperhatikan fungsi sosial dafn kewajiban untuk melestarikannya.. ^  .
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah
Paerah^ atau setiiap brang untuk mengelola Gagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi
sbsiar dan kew^ban untuk melestarikannya.
Pi^lDEN '
REPUBy^}N0ONE£^ raSPUeyK INDONESIA
9. pikuasai oieh Negaia adalah kewenangan t^Flihggi yang dirriiliki preh negara xia|arn
jneny^Iehggara perbuatan hukunr^^^berkenaan dengan pelestarian CagarBudaya;
10. Pengalihan adalah prosies pemindahan hak kepemitikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari
setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negarl
11.Kompehsasl adalah Imbalan berupa uang dan/atau bukan uang danPemerlntahatau
Pemerlntah Daerah.
12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan/atau bentuk lain berslfatnondanauntuk
mendorong pelestarlan Cagar Bydaya darl Pemerlntah atau Pemerlntah Daerah.
1 S.Tim AhPr CagarBudaya adalahkelompok ahll peiest^rian c(an berbagal bidang llmu yang
memlllkPsertlfikat kompetensi untukmemberjkanrekomendasi penetapan,pemerlngkatan^dan
penghapusan Cagar Budaya. ^ , -r -
M.Tenaga Ahlf Pelestarlan adalah orang yang karena kompetensikeahllan khususnya dan/atau
memlliki sertlfikat dj bldang Pelindungan, Pengembangan, atau Peman^atan Cagar Budaya.
15. Kurator adalah brahg yang karena kompetensi keahllannya bertanggung jawab dalam
pengelolaan koleksl museum, .
16. Pendaharan adalah upaya pencatatan benda,bangunan/struktur,lDkasl, dan/atau satuanruang
geografis untuk diusulkan sebagal Cagar Budaya kepada pemerlntah.kabupaten/kota atau
perwakllan Indonesia dl luar negerl dan selanjutnya dlmasukkan dalam Register Naslonal
Cagar Budaya.
17. Peinetapdn adalah pemk^rjan s^tusCagar Budaya terhadapbanda^bangunan^ struktur^iokasl;
atau satuan ruang geografis^^^y^^ pemerintah kabupaten/kbl^i berdasarkan
rekqjhehdasl
18. Register Naslbna^agar Budaya adate^^ resmi kekayaan budayabaogsa berupa Cagar
Budaya yang beradadi dalam dan dl luar negerl,
19. Penghapusan . adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya darl Register Naslonal
CagarBudaya. ^
20.
pndrl^s nasionai.
Pasal 37
Cukupjeias.
Paal 38
Cukupjeias
Pasal 39
•
melalul penyuluhari^rnedlaGetak, media elektrdnlfc dan pement^sansen^^
:Pasar4d;v'. v.;; ;■/
Cukupjeias. • -v "■
-Cukupjeias.
"Rasal^ , ' V '
Huriifa -
• V ■- Cukupjela^ / .■'■K;: ' /v'" ;" . . ' , • _ ■ ■ "■
^Hurufb ^ ' .
Yang dlmabud dengan^adlluhung^atlalah Cagar Budaya yang mengandung nllal-nllal yang
.  pdlngtmggl. • V
V \Huaifc . -i
Cukupjeias. ;
■'VMurufd
Cukupjeias. ^
Hurufe
Cukupjeias. .
Pasal43 /V'" ■ - -
Cukup jelas. .
Pasar44 • • ■V
Cukupjeias. , ^ .
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PRESI0Q4
REPOBUK JNDDMESI^ „ "1?enJBt3K!^fNOONE5Br
:Ayat{2), • . . ^ '
rCukupjelas. ' _ y -
.AyatiS) ^ . ^ ^ ^-
Gukupjelas. • ,
;Ayat:(4) ^ '  n
Gukupjelas.
Ayat (5) " ' . ' '
.,::Pasal32^ : : ; •
Yangdimaksud dengan'tiilihdungi dah diperlakukan sebagai^Cagar $udaya"adalah benda/
bangunan, struktury atau lokasi yang dianggap telah rnemenuhi kriteria sebagai Gagar Budaya;
. Gukup jafe
^Pasal:33 -fr'-y:,' ' n '■ ■■/ "V-" '
.Ay^il) .. •■ • • ' ; " v' -;" ■ ■ . -
Gukupjelas. '
■■Ayat(2). ' ' .
'HMryf^i, ^ , r
Gukupjelas. v '
'.Hurufb- V ■ . ; \
Gontoh^bukti yaog sah" antara lain/adalah sertifikat hal^ilik atas tanab, kuitansi pembieliah; d
surat wasiat yang djsahkan oleh,n^
%at:(3) ■ ; . •,
'' , Cukupjaias.- /''' - ' , ' ./'y- v." .
■?asai-34. ;■ ^ ,y . 'y ; v •' . -y. - '. -
s  Gukupjelas. - V v ' ' ;
_Pasal ^  ■ ■ ' v ^ ; • y::-y-^'
Cukgpjelas: . ' . . ■ : "
.-Pa»l36' y.v; .y-y- ^ ^ y "
^  Gukupjel^ , -
21. Pengeldlaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan
• Gagar Budaya melalui kebljakan pengaluran perencanaan; pelaksanaany dan pengawasan untuk
sebesaribesarnya kesejahteraah rakyat ,
21 Peleistarlau adalah upaya dinamis untuk mempert^hankan keberadaan Gagar Budaya dan
nilainya dengan eara mellndungi; raehgernbangkan^dan mernan
23. Pelindungan^dalah upaya merrcegah dan menanggu(angi darl kerusakan, kehancuran, atau
kemusnahan'dengah cara Penyelarha^^ Pengamanari, Zonasi, Pernellharaan, dan Pernugaran
GagarBudaya. : • ; - ■
24. Penyelamatan adalah upaya iiiehghindarkan^^ d^^^^^ menanggulangi G^gar Budaya dari
. kerijsakan, ketianeurah, atau kMusnahan.
25.Perigarhanartadalahupa)^mehjaga^tianitiencegabGagarBudayadariahGamandah/ -
^  atau gangguan. , ' ' ' ' ' - - '
26. ZonasI adalah penerttuan batas-batas kdruangan Situs Gagar Budaya dan Kawasan Gagar Budaya
sesual dengan kebutuharv. . - y
27. Peme1iharaan adalah upaya inenjaga dan merawat agar kondisi folk Gagar Budaya
. t^p^:fe;^ari.;yy' - • :,i;y ./y. ^  _ y-.y ;y\^ ■ r.yV^ y-. -y. -yy^.y/: ;vA."y:v 'y,
28. Pemugaran adalah upaya pehgembalian kondisi fislk Benda Gagar Budaya, Bangunan Gagar
Budaya, dan Struktur Gagar Budaya yang rusak sesual dengan keasllan bahan, bentuk,
tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpahjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nllal, Informasl; dan promosl Gagar Budaya serta
pemanfaatannya melaluiPenelltian, Beyltalisasi,danAdaptasiseGaraberkeianjutan serta tidak
bertentahgan dengan tujuan Pelest^jan. . y
30. Penelltlah adalah kegiatan ilmlah.yang dH'akukan mehUrut feldah dan metpde^^^^^^
untuk memper6lehlnfornf\asi, data, dan keterangan bagi kepentln^n Pelestarian .Gagar Budaya,
• llrnu pengetahuan, dan pengernbangan kebudayaan.
31.RevltaHsasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untUk riienumbuhkan kemba
nllal pentlng Gagar "Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tIdak bertentang^ri
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32. Ad^ptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk; kegiatan yang iebih sesuai
dengan kebutuhan masa kmi dengan melakukaDperubahan terbatasyarig tidakakah
mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yahg mem
nilai penting.
^-33; ' n
34. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadapBerida Cagar Budaya, Bangunan Gagar
Budaya,etau Struktur Gagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagianhya.
35. Setlaporang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat^ badan usaha berbadan bukum,
"  dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. v-
36. Pemerintah Pusat,selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
n^emegang kekuasaan pemerintahan Negara.Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Penrierintah Daerah adaiah gubernur, bupati, atau wall kota, dan perangkat daerah. '
sebagai unsur penyelenggara pemerintaban daerah: ; ; - s
3B. Mehteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
BAB II
ASAS,TUJUAN> DAN LINGKUP
Pasal2
PelestarianGagarBudaya'berasaskan;;
:KPabcasiia;
b. BhinnekaTunggal Ika; .
c. kenusantaraan;
dkeadilan; V
e. ketertiban dan keipastiah hukuin;
i kemanfaatah;
fc"
. Pasal2t.: X - '
Yang-termia^uk'^parat penfegakhukum" ^ hakim.
Ayat(2) ; ' ^
Gukupjelas. -
Ayat(3);,
Gukupjelas. , r
Pasal22 \ ^
Gukupjelas. - , , '
Pasal23 \ ' . _ . ~ , .
Gukupjelas.
Pasal24.
Gukupjelas.
Pasal25 . . ' . ^ '
Gukupjelas.
• ■Pai5ai26;-
Gukupjelas. ^ r
Pasal27,, _ ' ■ ; '/■
Gukupjelas. " ;
"Pasal;28 . • . ^
.  Gukupjelas. :
Pasa[29- ,. .
Gukupjelas. ' .
Pasal30'
Gukupjelas. -
Pasal31 ; .
• Ayat(i)^: ,
.  ■^^.^,GukupJelas,. ^
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PasallS ^
'  '' :Cukupjelcis.> -
Pasali6'; - ' n n n ' n' • \ . . .
Cukupjelas; ^ .
Pasa^:\7:^ '■ >' : '
Cukupjelas. ; :
Pasal 18 ••.
Ayat(1)
Cukupjelas. "• ; ■ '■-■/VV'"" - ■ v"
Ayat,(2)-- -r, . • ■ -/
Cukupjelas. :
Ayat(3): '':y"'. ^ -V- ''
Yang dimaksud dengan "koleksr adialah benda-'benda 'bukti material hasil budaya,termasu^^^^^
naskah kuno, serta material alam dari llngkungannya yang mempunyal nllal penting bagi sejarah, :
llmu pengetahuan^ pendldlkah, agama, kebudayaan, teknologi, dan/iatau parlwlsata. '
■ •.Ayat(4) -■V/; \ : VV\
Cukupjelas. -
Ayat (5) ~ , ' ■ ; - ' . \
Cukup jelas. ^ ^
■pasailQ-"' ' ' ;
AyatlD ^ ^ v {
Yang dimaksud dengan Iristansi yang berwenang dl bidang kebudayaan"adalah unit pelaksana
teknis untuktingkatpusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPO) untuk tingkat daerah. .
'  ■Ayatl2r ■ ' ; ^
" ■Cukupjelas. . ;..v" ■ ■ : ■ ; • i ■ " ; ■■/
Pasal,20,- ^ .y-;- . , ,
Cukupjelas.
<
:
1
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g. keberlanjutan;
h. partislpasl; dari
Ltransparansldanakuntabllltas. > / ' ;
PasalS -
Pelestarlan Cagar Oudaya bertujuan:
a. melestarlkan warlsan budaya.bangsa dan warlsart umat manusia;
b.1
c. rnenfiperkuat keprlbadlan bangsa;-
d.meningkatkankes^ahteraanrakyat;dan ^ ^
e.mempromosikan warlsan budaya bangsa kepada masyarakat Internaslonal.
'  ■ ■ ■ ■' • ' ■Pasal4;: ' -
Lingkup Pelestarlan Cagar Budaya rnellpuU^Pelipdun'ganr Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar
Budaya dl darat dan dl air.
KRITERIA CAGAR BUDm
Bagian Kesatu .
:  Benda, Bariguhan, dan Struktur .
'  V. Pasdrs ^
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagal Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya; atau Struktur Cagar Budaya apablla memenuhl kriteria;
a. berusia 50 (lima puluhjtahun atau leblh;
b. mewaklllmasagaya paling sihgkat berusia 50 (lima
G. memlilki arti khusUs bagtsejarahvllmu pengetahuan, pendldikan, agama> dan/atau kebudayaan; dan
d.r
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Benda^agar^dayadapat: '
a. berupa banda a)am dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-
sisa biota yang dapat dihubungkan dengahkegjatan manusia dan/atau dapatdihubungkan
deng^ns^arah manusia; n .
feberslfatbergerakatautidakbergerak;dan . v
c merupakan kesatuan atau kelompok. ^
Pasal 7
Ban^unan Cagar Budaya dapati
a, berunsuf tunggaFatau banyak; dan/atau
■^b;i
V  ^ ^ Pasal B
Strul^ur Gagar Budaya dapat:
a.>.erufisur turiggal atau banyak; ejan/atau
b. sebagFan atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Baglan Kedua Situs dan Kawasan
Pasal 9
a. mengandung (Benda Cagar Budaya, Bangunaa Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya;
' "■daa- -^ . .-v 'v ^ ' ■ : ' . ,
b. ipenylmpan Infotmasl ke^
Satuan ruang geografis dapat dltetapkan ^ebagal Kawasan ^
a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau leblh yang letaknya berdekatan;
..
f' . -
\  '
. -PasaUT ■■
Yang dimaksud dengan^artlkhususbagl rnasyarakaf'adalah memlllkl nllal pentlngbagr
masyarakat kebudayaan tertentu.
Yang dlmaksud dengan %rti khusus bagi bangsa"adalah memlllkl nllal penting bagi n'egara
dan rakyat Indonesia yang menjadlslmbolpemersatu/kebanggaan jatrdlrl bangsa, atau yang
merupakan perlstlwa iuar bjasa berskala naslonal atau dunia. ;
Pasal 12
Ayatd)
;  Yang-dlmaksud dengan ^ Yungsl soslalnya'^adalah pada prlnslpnya Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimlllkl oleh seseorang
pemanfaatannya tldak hanya berfungsl untukkepentlnganprlbadl> tetapl jugaurituk -
kepentlngan umum, misalnyaontuk jcepentlngan llmu pengetahuan,teknologl, pendldlkan,^
parlwlsata,agama,sejarah;dankebudayaan. ^
Ayat^(2) ^ ^ , . . .
Yang dlmaksud dengan "telah memenuhi kebutuhan negara"adalah apablla negara sudah
mefnillkl Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah
. danjenlsnya secara haslonai telah tersimpan dl museum Pemerlntah dan/atau Pemerlntah
Daeiah sertadi sltus^mpat ditemukahnya;
Ayat;(3):, ■ ;; .. ^
Cukupjelas. ; ' ^ !
;/^at(#' '
£ukupjelas. " . - .
i^sallS ^ ' ■
Yang dlmaksud dengan "masyar^kat hukum adat"adalah kelompok masyarakat yang berm
dlwllayah geografis tertentu yang memlllkl pei^s^if} kelompok (Iprgroup feeling), pranata >
pemerlntahan adat,hartakekayaan/bendaadat, dan perangkat norifia hukum adat.
Cukupjelas.
r-
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Yang dlnriafeud dengan ''berdifi be bangunah yangtldakteto^
alarn,keGUaliyangmenjaditempatlcedudukanny^^^^
Yang dimafaud dengah "menyatu dengah formasi alam''adalah struktur yang atas-
,  tanah atau pada formasi alam lain, balk
PasalS .
' Hurufa ; " v
Yangdimaksud dengan "berunsur tunggara
Yang dirnaksud dengan" berunsMrbanyak-adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenls^
.bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuanriya. ^
/Horufb!'/. n , ,
Cukupjelas.
■;Pasai9 " ' ■ : V"'- '
■"Cukupjeiai;-- :"^.. ' V -r. ■: ""■"•■ ■ ■
^'.PasaiTO ■ -. - V ; \\ v-X'- .
. Hurufa v
' ■--Cukupjelas. ■" ■■ ■
-: - :/Huruf'b^ . _• ; ■ ■
Yang dirnaksud dengan'"lanskap budaya"adalah bent alam hasll bentukan manusia yang
meneerminkan pemanfaatan situs atau kawasan padamasaTalu. ~ .
GukUpjelas. /
• /■ ■ ■• Hurufdv. >;-■ - ■ ■■ ■ ■\ :V
Cukupjelas. ^ " '
^  • Hurufe> . ■ - • _ ■ ■ ■ ■:/v.- ■ - . ■ /■ ,.
Cukupjelas. . " " -
;--Huruff V -V
' ^ -Cukup-jelasv/'' ^ ■ '''n:.
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I .
b; berupa lanskap budaya hasil bent^ manusia beru'sia paling sedikit SO (linia pUlub) tahun;
c. memiiiki ppia yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa ialu berusia paling sedikit 50 , ,
(iimapuluh)tahun; . .
d. m6rnperlihatkan pengariUh fnanusia masa Ialu pada proses pfemanfiiatan ruang berjkala Ira
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskapbudaya; dan
t memiiikHapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau
endapanfosii.
\ ^ 'V-- ,
Benda, bangunan, struktur, iokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasarpeneiitian memiiiki art!
BAB IV
•■■■ : ■. Pasai n • ' ■■
(1) Setiap orangdapkmettiilikidan/ataumenguasai Benda GagarBudaya,,Batigunan CagarBudaya,
.  Struktur Cagar Budaya, dan/atau, Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikaii fungsi
sosialnya sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
{2) Setiaporangdapafmeihiliki dan/atau mehguasai Cagar Budaya apabilajumlah dan jenis Benda
- Cagar Budaya, Bangunan Cagar Buda_ya;'StrukturCagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya
tersebuttelah raemenuhi kebufuhan riegara;
(3) Kepemilikan sebagairharia dimaksud pada ayat (1) dati ayat (2) dapat diperoieh melalui pewarisan,
hibah, tukar-menukar, hadiah, pembellan, dan/atau putusan atau penefaparr pengadilan,kecuali
yang dikuasai oleh Negara. - - " - v
(4) Pemiiik Benda Cagar Budaya; Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs
Cagar Budaya yang tidakada ahli warisnya atau tidak raenyerahkannya kepada orang lain
berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah seteiah pemiliknya menlnggal, kepemilikannya diambil alih
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oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • '
Pasal 13 .
Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-
temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
PasalM
(1) Warga negara asing da'n/atau badan hukum asing tidak dapat memlliki dan/atau menguasai
Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan
menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Warga negara asing dan/atao badan hukum asing sebagaimanadimaksudpadaayat(l)
dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 15
Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.
Pasal ie
(1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau
setiaporang lain.
(2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan
Cagar Budaya.
(3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara '
diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual,diganti rugi, dan/atau penetapan atau
putusan pengadilan.
(4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 ' . ' . ' ,-1 >
Huruf a , » ... • .,
Cukup jclas. .
Hurufb ' '
Yang dimaksud dengan "masa gaya"adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang
berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan,
pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misainya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya
arsitektur tropis modern Indonesia pertama,
Huruf c
Cukup jelas. '
Hurufd , . J: <i - , .
Cukup jelas. ' ;
Pasal 6 .
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagianyang tertinggal dari flora dan fauna yang
terkait dengan suatu daerah.
Hurufb
Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak"adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya
mudah dipindahkan, misainya keramik, area, keris, dan kain batik.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal?
Huruf a ;
Yang dimaksud dengan"berunsurtunggal"adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan
dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yang dimaksud dengan "berunsur banyak"adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis
bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.
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:Hurufc, V Z'-'
Yang ditnaksud dengan"asas kenusantaraan":adalah bahwasetiap upaya Pelestarian.
Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan sdurdh Wilayah
■Hucufd _,., .. ■ w
Yang dimaksud dengan^sas keadilan"adalah PelestadanCagarBudaya
keadilan dan kesetaraan skara I
Hurufe .. ; , • -
Yang dimaksud dengan "asas I
melalul jaTTiinan adanya kepastian hukuniv . - .
■Huruff ' ;■ ' - :
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pelestarian Gagar Budaya dapat
dimanfaatkan untuk kepientingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikah;
ilmu pengetahuan, teknblogi, kebudayaan, dan pariwisata.
Hurufg^ ^ i
Yang dimaksud dengan''asas keberlanjutan"adalah upaya Pelestarian Gagar Budaya yang
dilakukan setara terus-menerus c
Hurufh :
Yang dimaksud dengan''asas partisipasi"
berperan alrtif dajam Pelestarian Cagar Budaya,
' ■ .HurufI \ "v: •
Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagaf'Budaya
dipertanggungjawabkankepadamasyarakatsis^aratfaniparandanterbukadengan
memberikaninfbrmasiyangbenarvjujuodantidakdiskriminatif^
PasalB"- ' ' ^ ■ , ' . ^ — ^ -
Cukupjelas. - , •- ' • .
Pasal;4-' " .;v -
Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk^ sumutv d rawa. /
46
_  PRESiOEN
.  ... : 'PasaM7::>:' ' ..v' ' ■ ■■
(1) Setiap orang dijarang hiengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat
provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya/ kecuali dengan
izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. ' ^ ■
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenar pemberian izin sebagaimaria dimaksud pada ayat (T) diatur .
dalam PeraturahPemerihtah.
Pasal 18
(1) Benda Cagar Budaya> Barigtinan Cagar Budaya,
dWljki olehPemerintah^PerneriptahDaerahidan/atau seti^ dapat disimpandan/atau
dirawatdi museum. ; '
(2) iMuseum sebagalnrtaha dimaksud pada ayat (1) mei^pakan lembaga yang berfungsirn^^
mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa; benda,l)angunan,dah/ataustruktur yang telah
ditetapkah sSbagai Cagar Budaya atau yang bukan Ckgar Budaya, dan mengornunikasikannya
.  kepadarpasyarakat; ; : v ^
(3) Pelindungan, Pengembangan,dari Pemanfaatan koleksi rhuseumsebagalrnapadim^
ayat (2) berada di bawah tahggung jawab pengelola museum.
(4) Dalam pelaksanaan tanggUng jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib
memiljki Kurator. -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerihtah;
•  ; - ' . . . . • PasaM9 * , ^ '
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya 'paling lama 30 (tiga puiuh) hari
sejakdiketahuinya Cagar Budaya yangrdimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah
wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. ;
kepada instansi yarig berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan/atau instansi terkait paling lanria 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang
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atati Pemerlntah Daerah. -
-  ' . .. , , Pasal20 '
Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjahjian internasional yang^sudahdiyatifikasi/
perjanjian bilateral atau diserahkan langsung.oleh pemiliknya, kecuall diperjaiijij^n lain sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan.peraturan perundang-uhdangan..
^  ?asal.21 . . .
(1) Cagar Budaya atau benda/ bangunan^struktur, lokasl atau satuan ruang geografis yangdiduga
sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dllarang dimusnahkan atau -
dilelang. " ..
(2) Cagar Budaya atau benda, bangunan/struktur, lokas^atau satuan ruang geografis yang diduga
Seagal Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat
pehegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(3) Daiarn me sebagaimana dimaksud pada-ayat (21 aparat penegak hUkum
Pasal 22
mejakukan pelin^ Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pndanga^^ . ~ ;
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12
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serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidakisecara jelas dim'unculkan. Di samping
itu, nama Cagar Budaya juga rnengandung pengertian mendasar sebagai pelindungah viransan
hasil budaya masa Ia1u yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan> dan evaluast yang baik
berkaitan dengan pelindungan/pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber
daya budaya bagi kepentingan yang luas.'
II. PASAL DEMI PASAL : I
Pasal 1 ' 1 • , .
Cukupjto.
Pasal 2 : - '
Hurufa > .
Yang dimaksud dengan/'asasPancasila^adalahPelestarlan Cagar ^
Budaya dilaksanakahberdasarkah nilaimilaiPancasila. •
Huruft) - '
Yang dimaksud:dengan '^sas BhinekaTunggal lka"adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa.
memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kpndisi khusus daerah,
dan budaya dalam kehidupanbermasyarakatberbangsa, dan bernegara.
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menekankan Cagar Budaya yang bersifet kebendaah^ Walaupun demiklan, juga mencakup nilai-nilal
penting bagi urnat manusia, seperti sejai-ah, estetika> ilmu peng^tahuah, etnologi, dan keunikan yarig
terwujud dalam behtuk Cagar Budaya. '
Tidak semua warisan'budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehldupan
masyarakat pendukungnya (living societyllerbu^ cukup banyak yahg digunakan dldalam peran
baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai
pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya -
sebagai monufrien hidup (living monument); Dalam rangka mehjaga Cagar Budaya dari ancarnan
pembangunan fisik, balk di wilayah perkdtaan> piedesaan, maupun yang berada dl lingkungan air,
Ketika ditemukan, pada umumnya Warisan budaya sudab tidak berfdngsi date^
masyarakat Weadmonumend.:Namun,adapulawarisanbUdayayang rn^asih berfuhgsi^^^s^ semula
(living monumenp. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yahg jelas mengenai pemanfaatan kedua
jenis.Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan rnonumenmati yang
diberi fungsibaruTsesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itU; pengaturan mengenai pemanfaatan
mpnumeri hidup juga harus meraperhatikan aturan hukum adat dan nprma soslal yang berlaku di
dalam masyarakat pendukungnya. ^ ^ " v
Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya-memiliki sifat rapuh, unik, langkar terbatas, dah
tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, balk di
Wilayah perkptaan, pedesaan, maupun^^ y^ berada di lingkun^n air; diperlukan pengaturan
untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelertariannya mencakup tujuan untuk
melindungi, mengembangkan, dan memanfa^tkapnyk Hal Itu berarti bahwa,upaya pelestarian perlu
memperhatikan keseimbangart antaratkepentingan akademis, ideologic; dan ekPnomis^
Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datahg menyesuaikan dengan paradigma baru
yang berorientasi pada pengelplaah kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan
perkembangan, serta tuhtutan dan kebutuhan hukum dalam raasyarakat.
Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusuneh Undang-Undang yiihg tidelk
sekadiar mengatur peie^tkian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain setiara keseluruhan
berhubungan dengan tihggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan.
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PENEMUAN^P^
. V , :I^^Nifi!i0satu
Penernuan \ -
" . " ; i , Pa^23 : : n
0) Setiap orahg yang meneniukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan^ng diduga
Bangunan Cagai^daya/Struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau Idka^i yang
kebudayaan, Kepplisian Negara Republik Indonesia^ dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga
pulUh} hcirrsejakditeihu^
diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah,
I, instansi yang berwenang dibidang(3)
n  ^ :
(1) Setiap prang berhak memperbleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau Ipkasi
(2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sartgat langkajenisnya, unik rancangannya, dan sedikitjumlahnyadi Indonesia,
dikuasaiolehNegara.^^^ u
(3) Apabil^ temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rantangannya, dan jumlahnya telah memenuhi
kebutuhan negara,dapatdimiliki oleh penemu. -
;  ^ , >Pasal25:
Pemerintah.
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Bagian Kedua /
.. . , Pencafian ^ ^
f^asal26
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan> struktur, dan/atau lokasi
yangjdidugasebagaiCagarBudaya. .
(2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dllakukan oleh set iap prang
•  dengan peoggalian, pfenyelaman, dan/atafu pengangkatan di darat dan/atau di air
(3) Pencarian sebagaimpna dimak§ud pada ayat (1) dan- ayat (2) hanya dapat dilakukan meialui
penelitian dengan tetapmemperhatikan h'ak kepemiljkan dan/atau penguasaan lokasi.
(4) 5etiap orang-diiarang m"elakuka^^pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya
dengan-penggalianrpenyelamarv dan/atau pengangkatan-dLdarat dan/ataujdJ.^r.5eiagaiina_Qa^
dimaksud padaayat (2), kecuali-dehgan^izin Pemerintah ataupemerintafiiPaerah,sesuai dengan
-kewenangannya. . ' .
(5) Ketentuan.lebih ianjut mengen^i pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
,dalam Peraturan Pemerintah. - .
^  • Pasai 27 '
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur
dalam Peraturan Pemerintah. - . ^  ^ ^ - ^ '
BABVI ^
REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA
.  B^agian Kesatu • - - '
t  Pendaftaran , '
. . n Pasal-28/ - ■-■ ■ ■■ .
Perherintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan
Pendaferan.
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REPUBUK INDONESIA
PENJELASANATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA NOMOR^II TAHUN 2910
TENTANG
CAGARBUDAYA
I. UMUM ' : ^ ^
jPasal 32^yat (1),Undang:Und^ng Dasar-Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa "negara-memajukan kebudaya^n/nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan
menjamin ,kebebasan masyarakat dalcim memelihara dan m^ngembangkarv nllai-nilai budayanya?'
sehingga kebudayaan Indonesia perludihayati oleh seluruh warga negara. Olehkarena itu, kebudayaan
Indonesia yang raencermlnkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan^guha memperkukuh^ati diri
bangsaj mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan
persatuan bagi terwujudhya cita-cita bangsa pada masa depan. ^ ^
Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat
pehgamalan Pancasila, meningkatkan" kualljtas hidup, memperkuat kepribadran bangsa dari
kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahtecaan
masyarakaf sebagai arah^kehidupan bangsa.. ^
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara RepubliklndonesiaTahun 1945 itu, pemerintah
mempunyai kewajiban rnelaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Sehubungan''dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia,
baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal
pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadr penting perannya
uritukdipertahankan keberadaannya.
Warisanv budaya/bendawi (tangible)dan bukan.behdawi (ihtangible) yang bersifat .nilal'tnilai
merupakan bagian integral dari kebudayaan-secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang inl
43.
n  'i
is ■%
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
■■ •■ -"V:v r ^ : rv. •■ "
Disahkan di Jakarta C ^ •
pada tanggal 24 November 2Q10
-  PRESIDENREPUBLIKINDONESjA,
,  ■ ttd
SUSILO BAMBAMG YUDHbYONO
Orundarigkaiidl Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
MENTERIHUKUM DAN'HAKASASI MANUSIA
REPUBLIKINpONESlAi , •=
ttdv . ' :
■  li:
r
PRESID©^ .
REPOBUKJNbQNESlA
Pasal29
kebada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipun^t biaya. ,
(2) Setlaporang d melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan,
struktur, danbkasi yang diduga sebagai Cagar Budaya mesklpun tldak memiiiki atau
menguasalnyai , •
(3) Pemerintah kabupaten/kota melaksapakah pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai olefea
Negara atau yang tidak diketahui penjiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
0)iPend(aftaran Cagar Budaya di luartiegeri dilaksanakan oieh perwakilan
:;[^b"J^liklndone$ia.d^ ^ ' r
(SjHasil pendaftaran sebagaimana dimaksud.pada ayat (1), ayat(2)rayat (3)^;'dap ayat^:(#
dilehgkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
i;6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (lj yang tldak dldaftarkan oieh
^  pemiiikhyadap^atdlambirallh oieh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerab;
r  RATRIALISAKBAR .. . ' Pasal Bp
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOM tBQ.
Sallnah sesual dehg^ri asllnya
SEKRETApiAT NEGARA Rl .
-  , Kepala Biro PeratUtanPerundang-undangan. ^
.  BldahgPoJjtlkdariKesejahteraanRakyat;
ttd
WIsnu Setlawan
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Pemerintah memfasllLtasI pernbentukan sistem dan jejarihg Pendaftaran Cagar Budaya secara digital
dan/atau nondigital.
.  ) BagianK^dua
.  Pengkajian ^ c
•  ' PasalBI ■ ' - :
Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya, •
(2) Pengkajiari sebagaimana dimaksud pada ayat (i) bertujuan melakukan ideiitifikasi dart t
-  klasifikasi terhadap benda> bangOnan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yiang diusulkan
untukditet^pkan sebagai Cagar Budaya. - , ^
PRESIDEN
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a. Keputusan M
b. Ifeputu^h Gubernur untuk tingkat provinsi; dan - i
(4)Da1ammelakukankajian,Tim AhiiCaga unitpeiaksanateknisatau
satuan kerja pefangkat 3aerah yang bertanggung jawab dl bidang Cagar Budaya.
(5) Selama proses pengkajiain, benda, bangunan, struktur, atau lokasl hasil penemuan atau yang
didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
Pasal32
Pengkajian terbadap koleksi museum yang-didaftatkan dilakukan oleh Kutator dan selanjutnya,
diserah to kepada Tim Ahli Cagar Budaya;
Bagian Ketiga Penetapan ,
'  Pasa) 33
(1) Bupati/waii kota mengeluarkan p^netapan status Cagar Budaya paling lama 30*
benda/bangunaa stttiktur^ lokasl, dari/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak
sebagalCagar Budaya. » - : j /
(2) Setelah tercatatdalam Register Naslonal Cagar Budaya, perbiilk Cagar berhak
jTiemperolehjaml^ r ^ •
a. suratketefangan status Cagar Budaya; dan
b. suratketerangan kepemlllkan berdasarkan buktl yang sah.
(3) Penemu benda,^ bangunan, dan/atau struldur yang telah: ditetapkan sebagai Benda Cagar
Budaya; Bangunpn Cagar BU^daya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat
kompensasl. ^ r
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KETENTilANP^A^^^
•  •, Pasal1l6'
Pengeloiaan Cagar Budaya yang telah memliiki lzln wajl^b menyesual^^^ ketentuan persyaratan
berdasarkan Undang-Undarlg lnl paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya yndang-Undang.ini.
BABXIil
KETENTUAN PENUTtiP
.  Pasal 117
Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ml ditetapkan paflng lambat l
(satu) tahuDsejaktahggal pengundangan Undang-Undang Inl.
Pasal 118
Pada saat tlhdang-Undang Inl mulal berlaku,semua peraturan perundang-undangan yang merupakan n
peraturan pelaksanaan darl Undang-Undahg Nompr 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 NQmor27, Tambahaii Lembaran Negara Republik
Inddnesia l^omor 3470) dlhyatakan^^^ m sepanjang tidak bertenfangan dengan
ketentuandalamyndang-Undanglnl. .
'  ^ Pasal 119
Pada saat Undang-Undang Inl mulal beHaku^Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dicabut dan dinyatakan tldak berlakd
nnn , ' n;pasah2o.--;. ,
Undang-Undang Inl mulal berlaku^pada tanggal djundangkan. Agar setlap orang mertgetahulnya,
memerlntahkan pengundangan Undahg- Uhdang Iril dengan penempatarinya dalam Lembaran
NegaraRepubllk Indonesia;
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\, ' n n ^Pasa|:i.13
(1) T5ndak pldana^ ^^^^y^ dilakukari oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha
bukanb^badanhukum,duatuhkankepad^^^ -
ar badan usaha; dan/atau
b: orang yang memberi perintah untuk melakukain tindak pidana.
(2) tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan.
usalha bukan berbadan hukum, dipidana djengapditarnbah l/i^
denda sebagaimana dimaksud dalam Pa^ all 01 sampai dengan Pasal 112.
(31 Tindak pidana y^g dilaicukan prang yangj mernberi p^^^
dipldana dengan ditambah 1/3 (sepertlgal dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasai l Ol
' sampai dengan Pasal 112. '
-  y • n n -V' n • ; ; -■ . - .V .
■  ^ PasallM- ■ , ,
atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatannya tetoit dengan Pelesbrian Gag Budaya, pidahanya dapat
ditambah 1/3 (sepertiga).
■  y ' -...U '
(lj Sejain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undahg-Undang ini,terhadap setiap
orangyang melakukaatlndak pidana sebagaimana dimaksud dalani Pasal 101 sanjpai dengan
Pasal 114 dikenaitindaten pidana tambahan berupa:
ay kewajiban mengembalikan bahan, bentufetata letak, dan/atau teknjk pengerjaan sesuai
dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau -
b perampasahkeuntungahyangdipbrp^^ - '
(2) Sefaih pidana tanibahan sebagaimana dimaksud pada ayat t1), terhadap badan usaha berbadan
berupa peWcabutan izin usaha.
1^-
I  ,y
i;-:-
r-
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atau
insiatau lebih
Pasal34
(1) Situs Cagar Budaya atau
lebih dltetapkah sebagai Cagar Budaya pro^^^ ^ y s
(2) Situs cigar Budaya atau
ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.
\'Pasal25 ^ ' /y, '
Pemerintah kabupaten/kpta menyampaikan basil penetapan kepada pemerintah provinsi dan
selanjutnyaditeruskankeF^^ .
•  " ■ ■ :Pasar36''' . y"'.;
Benda, bangunan, struktur,; lokasi> atau satuan ruang geografis yan memilil^i arti^^ ^k^^^
masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar
Budaya dengan KepulHisan'Menteri atau Gubernur setelah memperp(eh rekomendasi Tim
Ahll Cagar Budaya sesuai dengan tingk^nnya. ^
Bagjanlfeempat
P^catatan : \ y
•  ■ . -/'yv " ^ . y; y, -"yy ■ ^ ;Pa#37_:y ;y ,y'y." ^
(i ) Pemerintah merpbentuk sistem Regi^er Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data
-GagarBudaya..., .,, ^ ■ ■ ■■'yy ,y y-- -\ y.y/. •"":'yy "^■ '-y'
(2) Benda, bangunab struktur> Ipkasi, dan satuan ruahg geografis yang telah ditetapkan
Gagar foidaya barus dicatat dl dalarn Register Nasional Cagar ^ B^
sebagai
y^;''-, -y'' . •Pasal38"
Koleksi museum yang menienuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional
CagarBudaya; .
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Pasal 39
&;|i -
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi
tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keannanan dan kerahasiaan data yang dianggap
perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . ■' ,
PasaUO
(1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal darl InstansI Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan iuar negeri menjaditanggungjawabMenteri.
(2) Pengeloiaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi
tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(3) Pemerintah meiakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasionai
Cagar Budaya yang dikeiola oleh pemerintah provinsi.
(4) Pemerintah provinsi meiakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasionai
Cagar Budaya yang dikeiola oleh pemerintah kabupaten/kota.
BagianKelima
Pemeringkatan
Pasai41
Perherintah dan Pemerintah Daerah dapat meiakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan
kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota
berdasarkan rekomendasi Tim Ahii Cagar Budaya.
■ ■ f-
I-.--
%
M
perpustakaa?^
badahbahasa
KEBENTSRIAN PEKDiOlKAH
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>  Pasaliog
(1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke Iuar wilayah Negara Kesatuan
Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Pasai 68 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 (enam) buian dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl .500.000.000,00
(satu miliarlima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau bupati/waii kota, membawa Cagar Budaya ke iuar
wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud daiam Pasai 69 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl .000.000,00
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 110
Setiap orang yang tanpa izin Menteri,. gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi
ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 81
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling iama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rpl 00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl .000.000.000,00 (satu miiiar rupiah).
Pasal 111
Setiap orang yang tanpa izin pemiiik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
Pasai 42
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasionai apabila memenuhi
syarat sebagai:
a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa)
b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di
Indonesia;
Pasal 112
Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta ruprah). ' - '
- V PasaMOS — . . >
Setiap orang'yang dengari sengaja merOsak Cagar Buday'a sebagainhana dimaks'ud d'alam Pasal 66
ayat (i^ di|Md^ dehgan 'pidana penjafa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500,000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
banyakRp5.0b0.000,000,00{limamiliarrupiah). "
Pasai106
(1) Sejiap orang yang mencufi Cagar Budaya sebagalmana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ^ '
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (ebam) bulan dan paling lama TO (sapuliih)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp256'.000:000;00 (dua ratus Ifma puluh juta rupiah) dan
paling banyakRp2,500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). -
(2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagalmana dimaksud pada
ayat (l), dipidanadengan pidana penjara paling sfngkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
'i'"' ■:
paling banyakRpT0;00Oi000.000,00(sepuluhmiliar rupiah). '
,  PasalIOZ ; . ;
Setiap orang yang tanpa izin1\/lenterl, gubernur, atau bupati/wali'kota^ memindahkan Cagar Budaya
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dlprdapa dengan pidana penjafa paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit RpTOO.OOO.000,00 (seralus)uta
rupiah) dan i)aling banyak Rpl :000.600.000>00 (satu miliar rupiah); '
Pasal 108
Setiap orang yang tanpa izin Menterl, guberhur, at^ bupati/wali kota memisahkan Cagar Budaya -
sebagaimana dfmaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidaha dengan'pidana penjara 'sma 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit RpTOO.OOO.OOO/OO (Seratus jiita rupiah) dah paiihg
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). \
d. buktle\®lusiperadabanbangsasertapertukatanbudayalintasnegaradanlintasdaerah,baik
yang telah punah maupun yang masih hidupdi masyarnkat; dan/ataur
e. contoh penting kawasan permukimah tr^disicihal> lahskap budaya, dan/atati '
peiPanfaatanruangbersifatkhasyangterancampunah.
Cagar Budaya dapat: ditetapkan miei^adi' Cagar ^di^ provinsl ap^ila memenuhi
'syarat:; ^
.  a. mewakilj kepentjngan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
b.m.ewakili karya kreatifyang khas dalam wilayah provinsi; ; \
c. lahgka jenisnya, unik rancangannya, dan Sedikit-jMmlahnya di provihsi;,
.d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupati^n/
kbta, baik yang telah punah maupun yang masjh hidup di masyarakat; dan/atau '
,  e. berasosiasi dengan tratfisi yang masih bedangsling. ' ' ' '
.Pasal44
Cagar Budaya dapat ditetapkan' menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila
memenuhi syarat; ' . \
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untukdilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masagaya.yang khas; ^ ^ '
G. tingkatketerancamannyatiriggi; d, jenisnya sedikit; dan/atau
e. Jumlahnya terbatas.
Pasal^S- , '
Pemeringkatah Cagat Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 uhtuk tingkat nasibhal
ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provmsi dengan Keputusan GuberriuV; atau tingkat
kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
REPUBMK INDONESiA
.  Pasal46 , ^ ^ .
(lagar :Budaya peringkat nasionai yang telah ditetapkan ^ sebagai Cagar Buc^aya Nasional dapat
diusulkan oleh Pemerintah menjadi warlsan budaya dunia.
Pasal47
GagaTBudaya yang tidaklagi memenuhisyarat untukdltetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat
provlnsl/atau peringkatkabupaten/kota dapat dii^reksl peringkatnya berdasarkanrekomendaslHm
AhliCagar Budaya disetiaptingkatan. . . .
PasaUB
PeringkatCa^r Budaya dapatdlcabuTapabilaCagar Budaya: , ' -
a. musnah; . ' ^ .
b. kehilangan wujud dan bentuk asHnya;
c kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
d. tidakrlagf sesual dengan syarat sebagaimana dimaksod dalarn Pasal 42, Pasal 43, atau P^sal 44.
Pasal49
Bagian Keenam
Penghapusan
Pasal SO
(2) Kepiitusan penghapusan sebagaimana dimalcsud pa harus ditindaklanjuti pleh
F^meri -
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i. membuatdanmenandatangiberitaacara;dan -
j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukupbuktitentang adanya
tindakpidanadibidangCagar Budaya. »
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peiaksanaan tugasnya berada
di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
BABXi
KETENTUANPIDANA
Pasal 101
Setiap1)rang yang tanpa izin men^alihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
-Pasal 17 ayat {l^dipidana dengan pidana^penjara paling singkatS^tigaJiiulan-danpaiing JamaS (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp^O.000^000,00 (empat ratusjuta rupiah) dan paling banyak
Rpl .500^000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
^  Pasal102
Setiap orang yang dengan sengaja tidalcmelaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Rasa) 23
ayat (1),xlipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling b^anyak
Rp500.0004)00,00 (limaratus juta rupiah).
' . . Pasal 103 \ ^ .
Setiapdrang yang fanpalzin Pemerintah,^tau Pemerintah Daerah melakukah pencari2n> Cagar Budaya
bulan dan paling lama 10 (sepufuh) tahun d$n/atau denda paling sedikit Rpl50.0bp.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling bariyak Rpl .OOO.bOO.000,00 (satu miliar rupiah). ^
Pasal 104
Setiap ptang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau rhenggagalkan upaya
Pelestarian Cagar Bjudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl 0.000.000,00 (sepuluh juth rupiah) dan
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BABX ■; ■ •
PENGAMASAN PENYipiKAIi
Bagian Kesatu
,  Pengawasan
Pasal99 . ;
CagarBudayasesuafdengankeyvenangannya^^
(2) Masyarakat ikut berperan serta dalanr pengawasan Palestarian Cagar Budayk
(3) Ketentiian lebih lanjut mengenai pengawasap diatur dajam Peraturan Pemerintah.
BagianKedua
Penyi^litan
PasaJ 100
id'
meliakukan penyidikan sebagaiTO^ da|am Undang-yhdang tentang^Hukura to
j2)-
a. menerima iaporan atau pengaduan darl seorang teotang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
b. m
_d. mela^ukahpenggeleda dan penyitaan;
'  V e.
f mengarribil sldikjari danip ;
g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/ataii saksi;
h. mendatangkan ^ orang ahjj yang diperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaan perkara;
(1)
dalanri Pasal 50 dilakukan apabiia Gagar Budaya:
a.musnah;
b.hilc
cmengalami peruba)ian wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya;atau
d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
(2)
(3)
ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang k^ dalam Register Nasional Cagar Budaya.
Pasal52
BAB VII
PELESTARIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal53 -
dipertanggungjawabkan secara akademis/teknis^
(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya barus dllaksanakan atati dikoordipasikan oieh Tenaga Ahli
Pelestarlan.dengan memperhatikan etika pelestarlan..
(4) Pelestarian (^gar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumehtasian sebelum
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.  ■• ■ . ' ' ■ '■ ■ • ''';,:.-Pasa!.54 ^ '
Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kiepakaran darl Pemerintali atau
Pemenntah Daerah atas upaya Pelestarian Gagar Budaya yang diMiki dah/atau yang dikuaiau' ■
Pasal -55" ^ '
Setiap drang' dila'rang dengan sengaja mencegah/menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya
Pelestarian Gagar Biidaya.
V  ' * Baglan Kedua
Pelmdungan
,  ^Pasal56~ ^
Setiap orang dapatjDerperan serta melakukan Pellndungan Gagar Budaya.
■  > ' Paragraf'l '
Penyelamatan . ;
PasalS?
Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Gagar Budaya yang dimlllkl atau yang dikuasainya
Pasal 58
a. mencegah kerusakan karena faktor rnanusia dan/atau alam yang mengaklbatkan •
,  berubahnya keasllan dan nllal-nllal yang menyfertalnya; dan
b. mencegah jDemlndahan dan berafthnya pemlllkan dan7atau penguasaan Gagar'Budaya yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perund'ang-undangan.
(2) Penyelamatan sebagalmahadlmaksud pada ayat (1) huruf a dllakukan dalam keadaan darurat dan
keadaan blasa. . : . - ' ^ ' -
PRESIDEN
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;  e. menetabkan riorma, standar, prdsedur, dan kriteria Pelestarlari Gagar Budayi '
Pa^r07 ^ ' . .
il ) Pemerlntah dan Pemerlntah Daerah memfasilitasl'pOTgelblaan Kawasan Gagar Budaya. /
(2) Pehgelolaan kawasan sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dllakukah tidak bertentangan
dengan kepentlngan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehldupan soslal.
^^3) pengelolaan Kawasan Gagar Budaya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan oleh
;. badan pengelola yang dibentukbleh Pemerintah/Pennerlntah Daerah,dan/atau.masyarakat
hukum'adat." ' " ' • . \ . . / :
(4) Badan Pengelola sebagalmana dimaksud pada ayat (3).d6pat terdlrl atalunsur Pemerintah
danAafau Pem^lFtlafrD^erah; dtinia irsah*a,''daTiTnasyarakat.- ~ ~ -
(5) Ketentuah lebrK lanjut mengenal pengelolaan tagar Budaya dfatur dalam
PeraturahPemerlntahi ^ - •'
BABIX
PENDANAAN
\  \ Pasal^B '
(1 ) Pendanaa'n Pelestarian Gagar Budaya rhenjadi tang^ung jawab bersama antara Pemermtah,
Pemerlptah Daerah, dan masyarakat.
(2) Pendanaan sebagalmana dimaksud pada ayatd) berasal clarl:
a. Anggarah Pehdapatan dan Belanja Negafa; : ■ ^
b. Anggarah Pendapatan dan Belahja Daetah;' . ' ' \ "
c. hasjlpemanfdatari Gagar BCrdaya; dan/ataii ' "
d. sumber lain yang sah dan tIdak menglkat sesual d'ehgan peraturan perundang-undangan.
(3) Peherlntah dan Pemerintah Daetah mengsilokaslkan anggaran untuk Pellndungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan KompensasIGagar Budaya dengah m'emperbatlkan prihslp.
^  proporslonal. ^ ^ ^ _ a r
(4) Pemermtah dan Pemerintah Daerah menyedlakan dana cadangah urttuk Penyelarhatah Gagar
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/  a; menetapkgn etika pelestari^^
b. mengobrdinasikan pelestariaH Gagar Budaya secara lihtas sektor dan wilayah;
Cvmenghlmpuri data Cagar Budaya; '
. d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; ,
f. membuatperaturan pengelblaan Cagar Btidaya;
,g.rTienyelenggarakankerjasam^^^ ^ n
h.melakukanpenyldikankasuspelanggaranhukum;; ,
i. mengelola Kawasan CagarBudaya; - - * ' ' : ' ^ ^
jJmendlrlkan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang peiestarlan^penelitiein/ dan
museum; , ' ' • . ' . ^ . > - . ; .
k. merigembahgkan kebfjakan sumbeY daya manusia di bidang kepiirbakalaan;. '
[.memberikan penghargaan kepada^ setiap orang yang telahmelakukahPelestarianTCagar
Budaya; / . . ,. . ; • - * . -
ni.memind|hkap dan/atau menyrmpan Gagar Budaya untukkepehdngari pengai^na^^^^ -
n. meiakukan pengelompokan Gagar Budaya -berdasarkab'kepehtinganhj^lnebja^^
nasional) paringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
0. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
p.menghentikan proses pemanfaatan ruang'.atau-prosespembangunainyangdapatr
menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Gagar Budaya/baiksieluruhmaupuil
bagian-bagiannya.
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pbmerintah beTWertartc(r
a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Gagar Budaya;
b. meiakukan pelestarian Gagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara .
tetangga atau yang berada dj luar negeri; . .
c.menetapkan Benda G'agar; Budaya, Bangunan Gagar Budaya, Struktur Gagar BUdaya, Situs
; Cagar Budaya,' dan/atau Kawasan Gagar Budaya sebagal Gagar Budaya Nasional;
dvrnengusujkap^^^^^ sebagai warisan duhria atau Cagar Budaya bersifat •'
^:internasibnal;dan ' . v
0
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(1) Gagar Budaya yang terancam rusak, hancunmaU musnah dapat dipindahkan ke tempat lain
■  .yangaman... ^ ■
(2) Pertilndahan GagarBudaya sebagairnana dirnaksud pada'ayat (T) dijakukan dengan tata cara yang
menjamln keutuhan dankeselamatannyadi bawah koodinasilenaga Ahli Pelestarian ; ; /
(3) Pernerihtab, PerYierintah Daerah, atau sebap dtang yahg meiakukan Penyelarriatan wajibmenjaga
. dari rtfieraWatG^garBudayadarrpencurian, pelapukan, ati
, Pasal'60' . ^
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan^agarBudaya diatur dalam Peraturah Pemerintah.
.  ' - Paragraf2 '
■  . ' , Pengamanan
Pas'al61
(1) Pengaman'ah drlakukan untuk menjaga dan rtiencegah Cagar Budaya agartidakhilang,
rusak, hancur, atau mushah. ' v
(2) PengarnananCiagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
-  ■ Pasal62
(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukati oleh juru
peiihara dan/atau polisi khusus. ' , . -
(2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berWenang:
^ a. meiakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;.
b. mferherlksa surat atau dokumen yang berkaitah dengari pengempangan dan pemanfaatan ^
CagarBudaya; ^ -
c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Gagar
Budaya ^ a meneruskannya kepada ihstansi yang berwenang di bidang kebudayaan,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataulnStansiterkajt; dan ^
d'. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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Pasa! 63
Pasal 64
pemanfaatannya.bagi keperitingan soslal, pen^idikan pengetahuan, agama,
kebudayacm, dan/atau panwi$ata. -
.  ; Pasal65 ^ .
Pengamanarv Cagar Budaya dapat dirakukah dengan memberl pelinduni^ menyimpanr da^
menempatkahnya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan mahtisia^
Pasal 66- '
. (1) Setiap orang diiairang roerusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya,
* darikesatuan,,kelompbfcdan/ataudariletakasaL ^ k /
(2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya^
dari kesatuanrkelornpok dan/atau dari letakasal.
Pasal67 ^
(1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional/.peringkat provinsi,
atau peringkat kabupaten/kota,|)aik ^ eluruh maupun bagian-bagiannya, keeuali dengan izin
Menteri,gubernur, atau bupati/vyali kotasesuai dengan tingkatannya.
(2) Setiap orang: dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat proyinsi, atau
peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri,
gubernUr; atau bupati/W^ kota se$uai de^^ tingkatannya.
(3)1
/ dan ayat (2) diatur dafam Peraturan Perherintah.
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BikBym v;
n  ~ •^:Bagfan'Kesatu-^
'tugas- _ n n ' ^ '
Pasal 95
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah baerahmempunyai tugas melakukan
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas;
a. mewujudkan, menumbuhkan, itiengembangkan, serta meningkatkantesadaran dan tanggung
- jawab^kanhakdankewajibanmasyarakatdalampengelolaan(^gar.Budaya;.^ . _.
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin teriindunginya dan
termanfaatkannya Cagar Budaya;
c menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
d. menyediakan inform^si Cagar Budaya untukmasyarakat; •
e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. memfasilitasi setiaporang dalam melaksanakan pemanfaatandan promosLCagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untukbendaf
bangunan, struktur, situs> dan kawasan yang telah dinyatakansebagai Cagar Budayaserta
memberikarii dukungan terhadap daerah yang mengafami bencana;
.  h. melakukan pengawasan> pemantauan, dan evaluasi.terhadap pelestarian warisan budaya; dan
>  ^ Bagian Kedua ^
.  ; . V Wewenan§
Pasal 96
(1) Pemermtah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai
wevyenang:
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Pasal89
peringkat provlnsi, perlngkat kabupaten/kota hanya dilakukah atas izin Ment^ri, gubarriur;
atau bupati/wall kota sesuai dengan tlngkatannya. " ^
Pasal90 "
Pemanfaatafi dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setjap
drang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.  -■^::,:pasai?1■::- •v• - ■
Pemahfaatan kbieksi berupa Ga^ar Bgdaya di museum dllakukan untuk sebesar-besarnya
pengembangan pendidlkan, ilmu pengetahuah^ k^budayaan, sosiakdan/atau pariwisata.
:  - Pasal-92^;--;' ' ■
Setlap orang fdilarang mendokumentasikan Cagar Budaya balk seiuruh maupuri baglan-baglartnya
Pasa!93 ^
(1) Setlap orang dilarahg rnemanfaatkan Cagar Budaya peringkat naslonak peringkat provinst
atau. perlngkat kabupaten/kbta/baik seiuruh maupun bagiambagianhya, dengan cara
perbanyakanvkeeqali dengan izih Mehtertgubernur, atau bupatl/wallrkbta sesuai de^^
tlngkatannya.; ; - v
(2) Ketentuan leblh lanjut mehgenai pernberian izin sebagalmaha dimaksud pada ayat
dalam Peraturan Pemerlntah. '
.r\, ^ "v;'';Pasal94
Ketentuan leblh lanjut mengenal Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerlntah,
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Pasal68 ,
(1) Cagar Buday4 ballc seluruh maupun.baglan-bagiannya, hanya dapat dibawa ke iuar
wilayah Negara Kesatuari Republiklndonesia untuk kepentingan penelltlan, promosi kebudayaan,
dan/atau panrieran. " : . ' ^ V
. (2) Setlap orangdiiafang memhawa Cagar Budaya sebagaimana d|n[5aksud pada ayM (l ), kecuall
dengan izin Menterl; ^ : v
Pasal.69
(1) Cagar Budaya; balk seluruh maupuh baglan-bagiann^^ hanya dapat dibawfkeiUar
wilayah provinsi atau kabupateh/kota untuk kepentinganpenelitian, promosi kebudayaan; dan/
" \ ataupameran... ' ^ - . ^ • ' •
(2) Setiap orang dilaran^ membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),.keGuall
dengan izin gubernur atau bupatl/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
•  Pasai 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pernberian izin
^iatur dalam Peraturan Pemeriritah.
Pasa|71
Ketentuan leblh lanjut mengenai Pengamarian.Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
ParagrafS ^
'''Zonasi .
• ' • •- - ;Pasal72;. -
ilDPelindungan Cagar Budayadilakukandenganmenetapkan batas^batas keluasannya dan
a.
provinsi atau lebih;
b.
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kabupaten/kotaatau lebih; atau / • . .
d Jjupati/wali-kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau ^
. 'Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kqta.,
(3) Pefeanfaatan zona pada Gagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuah rekfeatitedukatif,
apresiatif, dan/atau religi.
Pasal 73
{1) Sistem Zbnasi mengaturfungsi ruang pada Cag'ar Budaya, balk vertikal maupun horizontal.
(2) /Pengaturari &nasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar
Budaya di darat dan/atau di air. •
(3) S:tstemZQaa5Lseb.ag^manadimal«ud^pMaayat(Udap^tte^^^
.  a..zonainti; . ,
c. zpna pehg6mbangarT;d^^
^  . . .
(4) Penetapan luas, tata.letak,dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian de'ngan
pnjssmm
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(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan proiriosi Cagar Bud^
yang dilakukan, olef^setiap orang.
(3) Fasilitasi sebagajmanadimaksud pada ayat (2),berupa izin peirianfaatanrdukunganTeha^^^^
Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. ; -
(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untukrnemjjefkUatidentitas
budaya setta meningkatkankualitashidup dan pendapatan masyarakat. n
M n n ' • Pasal86^\, -
Pemanfaatan yang dapat menyebabkap terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian,^
penelitian, dan/atau analisismengenai.dampak lingkungan.
.  / . - < Pasal 87'. . -
(1) Cagar Budaya yang pada saat dilemukan sudah tidak berfungsi sepei^i sernula
dimanfaatkan untukkepentingan tertentu.
i.izin
Pemerintah atau Pemerintah-Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat
hukumadat yang rnemiliki dan/atau menguasainya. -
^' Pasal74 . '
Ketentuan lebih. janjut mengenai tata cafa penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan
'  Pemerint^. n ' - •
:: . ^ Pafegcaf4
V  - Pemeliharaan-: ^
.  . Pasal75 ' - • . / . ^ ;
(T) SedapdrangwajibmemeliharaGagarBudayayangdlmilikidan/ataudlkuasainya.
(2) Cagar Bu^ ditelantarkaTi oleh pemijik dan/atau yang menguasainya dapat
.  dikuasaidiehiNegara,'^ . n ' • .> i .
(  -
.  Rasal88
(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang feelah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib, .
memperhatikanfungsi ruang dan pelindungannyar .. ' - . .
(2) Pemerintah dan/atau EJemerintah* Daerah dapat menghentikan pemanfaatan ataut
m^mbatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang mepguasai terbukti
melakukan perusakan atau mepyebabkan rusaknya Cagar Budaya;
(3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaap ^ emufa
sebeium dirhahfaatkan. r
(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar
Budaya. .. ; ^ . ? .
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-uV„ n n nn • ; n n n - • n n '^^-'Pasam' ,'V
Revitalisasi Gagar. Budaya hams membecl manfa^ untuk kualftas hidwp masyarakat
,  danmempertahankandribudayalokal. ; :
.  . Paragraf4 :
-  . AdaptaSl ■. G' : " V' ''. .
. PasalBS ^ -.
(1) BangunahCagarBudayaatauStrukturCagar Budayadapatvdilakulwp^daptasi uh^^ r - .
;' memenuhikebutuhanmasakinidengantetap merppertahankan: .
a. dri aslrdan/atau muka BangunanGagar BudayaatauStrukturCagar,
Budaya;dan/atau . J -
b. dri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs CagarBUdaya atau Kawasah^^^: ,
Gagar Budaya si^b^lum dilakukan adaptasL . > ; !
*  (2) AdaptasiSebagaimanadimaksud padaayat(l)dllakukandengan:
a. mempertahankan nilai-nilaiyangmelekat pada Gagar Budaya; ^ '
b. menambahfasllitassesual dengan kebutuhan^ '
c mengubah:susuhanruangsecara.terbatas; dan/atau . ,
d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli,^dan keharmonisan estetikallngkungan dj^ •
sekjtarnya.; • ■ * ■ • :V:'
. Pasal.84' , ' v, - . ■
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
.  - . , , . BagianKeempat ^
'.Pemanfeatan.-- ^ '
;  - Pasai:85
(1) Pemerintgh; Pamarintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfagtkan Gaggr .Budaya untuk
kepentingan agama/sosial pendldikanjlmu pengetahuan, teknologl:l^byda^amdanpariwisata.
i'
■ '(fy
'  - - Pgsaize ; - :
(1) Pemeiiharaan diiakukan dengan cara merawat'Cagar Budaya untuk mencegah dan
rhenanggulangi kerusakgn akibatpengaruh alam dan/atau perbuatan manusia,
(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagalmana dimateud pada ayat (1) dapat diiakukan di lqkasi
asli atau di tempat iain, setelah lebih dahuiu didokumentasikan secara iengkap, ,
(3) Perawatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diiakukan dengan pembersihan/.pengawetan^
dan perbaikan atas kerusakan dengan mernperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya,
bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
iri air harus
\ cara
/khUsus;. ' ■
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengang^ atau menempatkanjuru
(6) l^i^fuan lebih lanjut m
'  Pemerintah.
Peraturan
• ParagrafS: ' -'. ' : ^ .
, ' , ^Pemugaran, ^'.;/- . . -- -.vV' '
,  . . Pasal77 ,
(1) Pemugaran Bangunap Gagar Budaya dan Struktur Gagar Budaya yang rusak diiakukan untuk,
mengembaiikan;kondisi fisik dengan cara memperb^ikirmemjDerkuat dan/atau
mengavyetkannya:nneialui pekerjaan rekonstruky, konsolidasi, rehabifitasi/dan restbrasi.
(2) PemugaranGagar Budaya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. keasiian bahan,bentuk, tataletak, gaya, dan/atau teknoiogi pengerjaan;
b. kondisi semuia^engan tingkat pe
c. pengg.unaanteknikrmetode, dan bahan yang tidak beM^^
d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya'penyesuaian pada masa mendatang dengan
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(4)
itngkungan fislk harus (didahuiui analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan
peratufan pertindahg-undarigah.
iPemug^fanBangurianCaga'rBudayadanStrukturCagarBudayawajlbmemperolehizia n
Pertiedritah kau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pemerintah,
BagianKetiga
Pehgembangan
Paragrafl.
Umum
I
i:
PRE^EN
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'X' V ' Pask79' v
(1) Penelitian dllakukan pada skiap reneana pengernbangaVi Gagar Budaya untlikmehgHinrtpuh
V  Informasiserta mengungkap,menfiperdaiam>danmei^elaskannilairn|laibu^
{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaj^ rhelalui:
a. penelitian dasaruritukpengenibangan fau pehgkahaan;^ j. ,
n  ' n 'b.
mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri:
(4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
(5) PemerintalTdan Pemerlntah Daerah, atau penyelenggara penelitian mengirifprmasikan dan
mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
Pasa|78
(1)
keamanan, keterawMan, keasjian, dan nilai-iiilai yang melekat padanya.
(2)
a. izln Perherintah atau Piemerintah Daerahy^
b. izin I
untuk rnerhacupengembanganekontfmi yang hasilnya diguriakan untuk Pemeliharaan Cagar
' ftudaya dan peningkatankesejahteraanmasyarakat.
Paragraf2
Penelitian
Paragraf^ '
'  ; • ' Ifevitalisasi ' •
'  PasalSO
(1) Reyitalisasi potepsl Situs Cagar Budaya atau KaWasan Cagar Budaya memperhatikan tata
ruang/tataletsik/fungsisoslakdan/ataUiahskapbud^ _
(2) Revitalisasi sebagalmaha dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan nrienata kembali
fungsi ruang,nilai budayk dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya. '
Sefiap oraing djlarang m^ ruang Situs Cagar Budaya da^^
CagarBudaya peringkat riasibhal, peringkat provttsk atau periogkat kabupkeri/kota, baik sel^^^^^
maupunbagian-bagiannya^kecuali dengan izirr^enteri, giubernur atau bupati/wali kota^^/^ ^
sesuai dengan tingkatannya. .
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalarh Pefaturan Pemerlntah.
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Penelitian
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(1) Reyitalisasi potepsl Situs Cagar Budaya atau KaWasan Cagar Budaya memperhatikan tata
ruang/tataletsik/fungsisoslakdan/ataUiahskapbud^ _
(2) Revitalisasi sebagalmaha dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan nrienata kembali
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-uV„ n n nn • ; n n n - • n n '^^-'Pasam' ,'V
Revitalisasi Gagar. Budaya hams membecl manfa^ untuk kualftas hidwp masyarakat
,  danmempertahankandribudayalokal. ; :
.  . Paragraf4 :
-  . AdaptaSl ■. G' : " V' ''. .
. PasalBS ^ -.
(1) BangunahCagarBudayaatauStrukturCagar Budayadapatvdilakulwp^daptasi uh^^ r - .
;' memenuhikebutuhanmasakinidengantetap merppertahankan: .
a. dri aslrdan/atau muka BangunanGagar BudayaatauStrukturCagar,
Budaya;dan/atau . J -
b. dri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs CagarBUdaya atau Kawasah^^^: ,
Gagar Budaya si^b^lum dilakukan adaptasL . > ; !
*  (2) AdaptasiSebagaimanadimaksud padaayat(l)dllakukandengan:
a. mempertahankan nilai-nilaiyangmelekat pada Gagar Budaya; ^ '
b. menambahfasllitassesual dengan kebutuhan^ '
c mengubah:susuhanruangsecara.terbatas; dan/atau . ,
d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli,^dan keharmonisan estetikallngkungan dj^ •
sekjtarnya.; • ■ * ■ • :V:'
. Pasal.84' , ' v, - . ■
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
.  - . , , . BagianKeempat ^
'.Pemanfeatan.-- ^ '
;  - Pasai:85
(1) Pemerintgh; Pamarintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfagtkan Gaggr .Budaya untuk
kepentingan agama/sosial pendldikanjlmu pengetahuan, teknologl:l^byda^amdanpariwisata.
i'
■ '(fy
'  - - Pgsaize ; - :
(1) Pemeiiharaan diiakukan dengan cara merawat'Cagar Budaya untuk mencegah dan
rhenanggulangi kerusakgn akibatpengaruh alam dan/atau perbuatan manusia,
(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagalmana dimateud pada ayat (1) dapat diiakukan di lqkasi
asli atau di tempat iain, setelah lebih dahuiu didokumentasikan secara iengkap, ,
(3) Perawatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diiakukan dengan pembersihan/.pengawetan^
dan perbaikan atas kerusakan dengan mernperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya,
bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
iri air harus
\ cara
/khUsus;. ' ■
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengang^ atau menempatkanjuru
(6) l^i^fuan lebih lanjut m
'  Pemerintah.
Peraturan
• ParagrafS: ' -'. ' : ^ .
, ' , ^Pemugaran, ^'.;/- . . -- -.vV' '
,  . . Pasal77 ,
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c. pengg.unaanteknikrmetode, dan bahan yang tidak beM^^
d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya'penyesuaian pada masa mendatang dengan
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kabupaten/kotaatau lebih; atau / • . .
d Jjupati/wali-kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau ^
. 'Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kqta.,
(3) Pefeanfaatan zona pada Gagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuah rekfeatitedukatif,
apresiatif, dan/atau religi.
Pasal 73
{1) Sistem Zbnasi mengaturfungsi ruang pada Cag'ar Budaya, balk vertikal maupun horizontal.
(2) /Pengaturari &nasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar
Budaya di darat dan/atau di air. •
(3) S:tstemZQaa5Lseb.ag^manadimal«ud^pMaayat(Udap^tte^^^
.  a..zonainti; . ,
c. zpna pehg6mbangarT;d^^
^  . . .
(4) Penetapan luas, tata.letak,dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian de'ngan
pnjssmm
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(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan proiriosi Cagar Bud^
yang dilakukan, olef^setiap orang.
(3) Fasilitasi sebagajmanadimaksud pada ayat (2),berupa izin peirianfaatanrdukunganTeha^^^^
Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. ; -
(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untukrnemjjefkUatidentitas
budaya setta meningkatkankualitashidup dan pendapatan masyarakat. n
M n n ' • Pasal86^\, -
Pemanfaatan yang dapat menyebabkap terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian,^
penelitian, dan/atau analisismengenai.dampak lingkungan.
.  / . - < Pasal 87'. . -
(1) Cagar Budaya yang pada saat dilemukan sudah tidak berfungsi sepei^i sernula
dimanfaatkan untukkepentingan tertentu.
i.izin
Pemerintah atau Pemerintah-Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat
hukumadat yang rnemiliki dan/atau menguasainya. -
^' Pasal74 . '
Ketentuan lebih. janjut mengenai tata cafa penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan
'  Pemerint^. n ' - •
:: . ^ Pafegcaf4
V  - Pemeliharaan-: ^
.  . Pasal75 ' - • . / . ^ ;
(T) SedapdrangwajibmemeliharaGagarBudayayangdlmilikidan/ataudlkuasainya.
(2) Cagar Bu^ ditelantarkaTi oleh pemijik dan/atau yang menguasainya dapat
.  dikuasaidiehiNegara,'^ . n ' • .> i .
(  -
.  Rasal88
(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang feelah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib, .
memperhatikanfungsi ruang dan pelindungannyar .. ' - . .
(2) Pemerintah dan/atau EJemerintah* Daerah dapat menghentikan pemanfaatan ataut
m^mbatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang mepguasai terbukti
melakukan perusakan atau mepyebabkan rusaknya Cagar Budaya;
(3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaap ^ emufa
sebeium dirhahfaatkan. r
(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar
Budaya. .. ; ^ . ? .
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Pasal89
peringkat provlnsi, perlngkat kabupaten/kota hanya dilakukah atas izin Ment^ri, gubarriur;
atau bupati/wall kota sesuai dengan tlngkatannya. " ^
Pasal90 "
Pemanfaatafi dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setjap
drang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
.  -■^::,:pasai?1■::- •v• - ■
Pemahfaatan kbieksi berupa Ga^ar Bgdaya di museum dllakukan untuk sebesar-besarnya
pengembangan pendidlkan, ilmu pengetahuah^ k^budayaan, sosiakdan/atau pariwisata.
:  - Pasal-92^;--;' ' ■
Setlap orang fdilarang mendokumentasikan Cagar Budaya balk seiuruh maupuri baglan-baglartnya
Pasa!93 ^
(1) Setlap orang dilarahg rnemanfaatkan Cagar Budaya peringkat naslonak peringkat provinst
atau. perlngkat kabupaten/kbta/baik seiuruh maupun bagiambagianhya, dengan cara
perbanyakanvkeeqali dengan izih Mehtertgubernur, atau bupatl/wallrkbta sesuai de^^
tlngkatannya.; ; - v
(2) Ketentuan leblh lanjut mehgenai pernberian izin sebagalmaha dimaksud pada ayat
dalam Peraturan Pemerlntah. '
.r\, ^ "v;'';Pasal94
Ketentuan leblh lanjut mengenal Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerlntah,
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Pasal68 ,
(1) Cagar Buday4 ballc seluruh maupun.baglan-bagiannya, hanya dapat dibawa ke iuar
wilayah Negara Kesatuari Republiklndonesia untuk kepentingan penelltlan, promosi kebudayaan,
dan/atau panrieran. " : . ' ^ V
. (2) Setlap orangdiiafang memhawa Cagar Budaya sebagaimana d|n[5aksud pada ayM (l ), kecuall
dengan izin Menterl; ^ : v
Pasal.69
(1) Cagar Budaya; balk seluruh maupuh baglan-bagiann^^ hanya dapat dibawfkeiUar
wilayah provinsi atau kabupateh/kota untuk kepentinganpenelitian, promosi kebudayaan; dan/
" \ ataupameran... ' ^ - . ^ • ' •
(2) Setiap orang dilaran^ membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),.keGuall
dengan izin gubernur atau bupatl/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
•  Pasai 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pernberian izin
^iatur dalam Peraturan Pemeriritah.
Pasa|71
Ketentuan leblh lanjut mengenai Pengamarian.Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
ParagrafS ^
'''Zonasi .
• ' • •- - ;Pasal72;. -
ilDPelindungan Cagar Budayadilakukandenganmenetapkan batas^batas keluasannya dan
a.
provinsi atau lebih;
b.
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Pasa! 63
Pasal 64
pemanfaatannya.bagi keperitingan soslal, pen^idikan pengetahuan, agama,
kebudayacm, dan/atau panwi$ata. -
.  ; Pasal65 ^ .
Pengamanarv Cagar Budaya dapat dirakukah dengan memberl pelinduni^ menyimpanr da^
menempatkahnya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan mahtisia^
Pasal 66- '
. (1) Setiap orang diiairang roerusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya,
* darikesatuan,,kelompbfcdan/ataudariletakasaL ^ k /
(2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya^
dari kesatuanrkelornpok dan/atau dari letakasal.
Pasal67 ^
(1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional/.peringkat provinsi,
atau peringkat kabupaten/kota,|)aik ^ eluruh maupun bagian-bagiannya, keeuali dengan izin
Menteri,gubernur, atau bupati/vyali kotasesuai dengan tingkatannya.
(2) Setiap orang: dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat proyinsi, atau
peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri,
gubernUr; atau bupati/W^ kota se$uai de^^ tingkatannya.
(3)1
/ dan ayat (2) diatur dafam Peraturan Perherintah.
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BikBym v;
n  ~ •^:Bagfan'Kesatu-^
'tugas- _ n n ' ^ '
Pasal 95
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah baerahmempunyai tugas melakukan
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas;
a. mewujudkan, menumbuhkan, itiengembangkan, serta meningkatkantesadaran dan tanggung
- jawab^kanhakdankewajibanmasyarakatdalampengelolaan(^gar.Budaya;.^ . _.
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin teriindunginya dan
termanfaatkannya Cagar Budaya;
c menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
d. menyediakan inform^si Cagar Budaya untukmasyarakat; •
e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. memfasilitasi setiaporang dalam melaksanakan pemanfaatandan promosLCagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untukbendaf
bangunan, struktur, situs> dan kawasan yang telah dinyatakansebagai Cagar Budayaserta
memberikarii dukungan terhadap daerah yang mengafami bencana;
.  h. melakukan pengawasan> pemantauan, dan evaluasi.terhadap pelestarian warisan budaya; dan
>  ^ Bagian Kedua ^
.  ; . V Wewenan§
Pasal 96
(1) Pemermtah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai
wevyenang:
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/  a; menetapkgn etika pelestari^^
b. mengobrdinasikan pelestariaH Gagar Budaya secara lihtas sektor dan wilayah;
Cvmenghlmpuri data Cagar Budaya; '
. d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; ,
f. membuatperaturan pengelblaan Cagar Btidaya;
,g.rTienyelenggarakankerjasam^^^ ^ n
h.melakukanpenyldikankasuspelanggaranhukum;; ,
i. mengelola Kawasan CagarBudaya; - - * ' ' : ' ^ ^
jJmendlrlkan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang peiestarlan^penelitiein/ dan
museum; , ' ' • . ' . ^ . > - . ; .
k. merigembahgkan kebfjakan sumbeY daya manusia di bidang kepiirbakalaan;. '
[.memberikan penghargaan kepada^ setiap orang yang telahmelakukahPelestarianTCagar
Budaya; / . . ,. . ; • - * . -
ni.memind|hkap dan/atau menyrmpan Gagar Budaya untukkepehdngari pengai^na^^^^ -
n. meiakukan pengelompokan Gagar Budaya -berdasarkab'kepehtinganhj^lnebja^^
nasional) paringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
0. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
p.menghentikan proses pemanfaatan ruang'.atau-prosespembangunainyangdapatr
menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Gagar Budaya/baiksieluruhmaupuil
bagian-bagiannya.
(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pbmerintah beTWertartc(r
a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Gagar Budaya;
b. meiakukan pelestarian Gagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara .
tetangga atau yang berada dj luar negeri; . .
c.menetapkan Benda G'agar; Budaya, Bangunan Gagar Budaya, Struktur Gagar BUdaya, Situs
; Cagar Budaya,' dan/atau Kawasan Gagar Budaya sebagal Gagar Budaya Nasional;
dvrnengusujkap^^^^^ sebagai warisan duhria atau Cagar Budaya bersifat •'
^:internasibnal;dan ' . v
0
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(1) Gagar Budaya yang terancam rusak, hancunmaU musnah dapat dipindahkan ke tempat lain
■  .yangaman... ^ ■
(2) Pertilndahan GagarBudaya sebagairnana dirnaksud pada'ayat (T) dijakukan dengan tata cara yang
menjamln keutuhan dankeselamatannyadi bawah koodinasilenaga Ahli Pelestarian ; ; /
(3) Pernerihtab, PerYierintah Daerah, atau sebap dtang yahg meiakukan Penyelarriatan wajibmenjaga
. dari rtfieraWatG^garBudayadarrpencurian, pelapukan, ati
, Pasal'60' . ^
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan^agarBudaya diatur dalam Peraturah Pemerintah.
.  ' - Paragraf2 '
■  . ' , Pengamanan
Pas'al61
(1) Pengaman'ah drlakukan untuk menjaga dan rtiencegah Cagar Budaya agartidakhilang,
rusak, hancur, atau mushah. ' v
(2) PengarnananCiagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
-  ■ Pasal62
(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilakukati oleh juru
peiihara dan/atau polisi khusus. ' , . -
(2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berWenang:
^ a. meiakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;.
b. mferherlksa surat atau dokumen yang berkaitah dengari pengempangan dan pemanfaatan ^
CagarBudaya; ^ -
c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Gagar
Budaya ^ a meneruskannya kepada ihstansi yang berwenang di bidang kebudayaan,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataulnStansiterkajt; dan ^
d'. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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.  ■• ■ . ' ' ■ '■ ■ • ''';,:.-Pasa!.54 ^ '
Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kiepakaran darl Pemerintali atau
Pemenntah Daerah atas upaya Pelestarian Gagar Budaya yang diMiki dah/atau yang dikuaiau' ■
Pasal -55" ^ '
Setiap drang' dila'rang dengan sengaja mencegah/menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya
Pelestarian Gagar Biidaya.
V  ' * Baglan Kedua
Pelmdungan
,  ^Pasal56~ ^
Setiap orang dapatjDerperan serta melakukan Pellndungan Gagar Budaya.
■  > ' Paragraf'l '
Penyelamatan . ;
PasalS?
Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Gagar Budaya yang dimlllkl atau yang dikuasainya
Pasal 58
a. mencegah kerusakan karena faktor rnanusia dan/atau alam yang mengaklbatkan •
,  berubahnya keasllan dan nllal-nllal yang menyfertalnya; dan
b. mencegah jDemlndahan dan berafthnya pemlllkan dan7atau penguasaan Gagar'Budaya yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perund'ang-undangan.
(2) Penyelamatan sebagalmahadlmaksud pada ayat (1) huruf a dllakukan dalam keadaan darurat dan
keadaan blasa. . : . - ' ^ ' -
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;  e. menetabkan riorma, standar, prdsedur, dan kriteria Pelestarlari Gagar Budayi '
Pa^r07 ^ ' . .
il ) Pemerlntah dan Pemerlntah Daerah memfasilitasl'pOTgelblaan Kawasan Gagar Budaya. /
(2) Pehgelolaan kawasan sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dllakukah tidak bertentangan
dengan kepentlngan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehldupan soslal.
^^3) pengelolaan Kawasan Gagar Budaya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan oleh
;. badan pengelola yang dibentukbleh Pemerintah/Pennerlntah Daerah,dan/atau.masyarakat
hukum'adat." ' " ' • . \ . . / :
(4) Badan Pengelola sebagalmana dimaksud pada ayat (3).d6pat terdlrl atalunsur Pemerintah
danAafau Pem^lFtlafrD^erah; dtinia irsah*a,''daTiTnasyarakat.- ~ ~ -
(5) Ketentuah lebrK lanjut mengenal pengelolaan tagar Budaya dfatur dalam
PeraturahPemerlntahi ^ - •'
BABIX
PENDANAAN
\  \ Pasal^B '
(1 ) Pendanaa'n Pelestarian Gagar Budaya rhenjadi tang^ung jawab bersama antara Pemermtah,
Pemerlptah Daerah, dan masyarakat.
(2) Pendanaan sebagalmana dimaksud pada ayatd) berasal clarl:
a. Anggarah Pehdapatan dan Belanja Negafa; : ■ ^
b. Anggarah Pendapatan dan Belahja Daetah;' . ' ' \ "
c. hasjlpemanfdatari Gagar BCrdaya; dan/ataii ' "
d. sumber lain yang sah dan tIdak menglkat sesual d'ehgan peraturan perundang-undangan.
(3) Peherlntah dan Pemerintah Daetah mengsilokaslkan anggaran untuk Pellndungan,
Pengembangan, Pemanfaatan, dan KompensasIGagar Budaya dengah m'emperbatlkan prihslp.
^  proporslonal. ^ ^ ^ _ a r
(4) Pemermtah dan Pemerintah Daerah menyedlakan dana cadangah urttuk Penyelarhatah Gagar
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BABX ■; ■ •
PENGAMASAN PENYipiKAIi
Bagian Kesatu
,  Pengawasan
Pasal99 . ;
CagarBudayasesuafdengankeyvenangannya^^
(2) Masyarakat ikut berperan serta dalanr pengawasan Palestarian Cagar Budayk
(3) Ketentiian lebih lanjut mengenai pengawasap diatur dajam Peraturan Pemerintah.
BagianKedua
Penyi^litan
PasaJ 100
id'
meliakukan penyidikan sebagaiTO^ da|am Undang-yhdang tentang^Hukura to
j2)-
a. menerima iaporan atau pengaduan darl seorang teotang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
b. m
_d. mela^ukahpenggeleda dan penyitaan;
'  V e.
f mengarribil sldikjari danip ;
g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/ataii saksi;
h. mendatangkan ^ orang ahjj yang diperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaan perkara;
(1)
dalanri Pasal 50 dilakukan apabiia Gagar Budaya:
a.musnah;
b.hilc
cmengalami peruba)ian wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya;atau
d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
(2)
(3)
ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang k^ dalam Register Nasional Cagar Budaya.
Pasal52
BAB VII
PELESTARIAN
Bagian Kesatu Umum
Pasal53 -
dipertanggungjawabkan secara akademis/teknis^
(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya barus dllaksanakan atati dikoordipasikan oieh Tenaga Ahli
Pelestarlan.dengan memperhatikan etika pelestarlan..
(4) Pelestarian (^gar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumehtasian sebelum
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.  Pasal46 , ^ ^ .
(lagar :Budaya peringkat nasionai yang telah ditetapkan ^ sebagai Cagar Buc^aya Nasional dapat
diusulkan oleh Pemerintah menjadi warlsan budaya dunia.
Pasal47
GagaTBudaya yang tidaklagi memenuhisyarat untukdltetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat
provlnsl/atau peringkatkabupaten/kota dapat dii^reksl peringkatnya berdasarkanrekomendaslHm
AhliCagar Budaya disetiaptingkatan. . . .
PasaUB
PeringkatCa^r Budaya dapatdlcabuTapabilaCagar Budaya: , ' -
a. musnah; . ' ^ .
b. kehilangan wujud dan bentuk asHnya;
c kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
d. tidakrlagf sesual dengan syarat sebagaimana dimaksod dalarn Pasal 42, Pasal 43, atau P^sal 44.
Pasal49
Bagian Keenam
Penghapusan
Pasal SO
(2) Kepiitusan penghapusan sebagaimana dimalcsud pa harus ditindaklanjuti pleh
F^meri -
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i. membuatdanmenandatangiberitaacara;dan -
j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukupbuktitentang adanya
tindakpidanadibidangCagar Budaya. »
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peiaksanaan tugasnya berada
di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
BABXi
KETENTUANPIDANA
Pasal 101
Setiap1)rang yang tanpa izin men^alihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
-Pasal 17 ayat {l^dipidana dengan pidana^penjara paling singkatS^tigaJiiulan-danpaiing JamaS (lima)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp^O.000^000,00 (empat ratusjuta rupiah) dan paling banyak
Rpl .500^000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
^  Pasal102
Setiap orang yang dengan sengaja tidalcmelaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Rasa) 23
ayat (1),xlipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling b^anyak
Rp500.0004)00,00 (limaratus juta rupiah).
' . . Pasal 103 \ ^ .
Setiapdrang yang fanpalzin Pemerintah,^tau Pemerintah Daerah melakukah pencari2n> Cagar Budaya
bulan dan paling lama 10 (sepufuh) tahun d$n/atau denda paling sedikit Rpl50.0bp.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling bariyak Rpl .OOO.bOO.000,00 (satu miliar rupiah). ^
Pasal 104
Setiap ptang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau rhenggagalkan upaya
Pelestarian Cagar Bjudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl 0.000.000,00 (sepuluh juth rupiah) dan
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paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta ruprah). ' - '
- V PasaMOS — . . >
Setiap orang'yang dengari sengaja merOsak Cagar Buday'a sebagainhana dimaks'ud d'alam Pasal 66
ayat (i^ di|Md^ dehgan 'pidana penjafa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500,000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
banyakRp5.0b0.000,000,00{limamiliarrupiah). "
Pasai106
(1) Sejiap orang yang mencufi Cagar Budaya sebagalmana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), ^ '
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (ebam) bulan dan paling lama TO (sapuliih)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp256'.000:000;00 (dua ratus Ifma puluh juta rupiah) dan
paling banyakRp2,500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). -
(2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagalmana dimaksud pada
ayat (l), dipidanadengan pidana penjara paling sfngkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
'i'"' ■:
paling banyakRpT0;00Oi000.000,00(sepuluhmiliar rupiah). '
,  PasalIOZ ; . ;
Setiap orang yang tanpa izin1\/lenterl, gubernur, atau bupati/wali'kota^ memindahkan Cagar Budaya
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dlprdapa dengan pidana penjafa paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit RpTOO.OOO.000,00 (seralus)uta
rupiah) dan i)aling banyak Rpl :000.600.000>00 (satu miliar rupiah); '
Pasal 108
Setiap orang yang tanpa izin Menterl, guberhur, at^ bupati/wali kota memisahkan Cagar Budaya -
sebagaimana dfmaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidaha dengan'pidana penjara 'sma 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit RpTOO.OOO.OOO/OO (Seratus jiita rupiah) dah paiihg
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). \
d. buktle\®lusiperadabanbangsasertapertukatanbudayalintasnegaradanlintasdaerah,baik
yang telah punah maupun yang masih hidupdi masyarnkat; dan/ataur
e. contoh penting kawasan permukimah tr^disicihal> lahskap budaya, dan/atati '
peiPanfaatanruangbersifatkhasyangterancampunah.
Cagar Budaya dapat: ditetapkan miei^adi' Cagar ^di^ provinsl ap^ila memenuhi
'syarat:; ^
.  a. mewakilj kepentjngan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
b.m.ewakili karya kreatifyang khas dalam wilayah provinsi; ; \
c. lahgka jenisnya, unik rancangannya, dan Sedikit-jMmlahnya di provihsi;,
.d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupati^n/
kbta, baik yang telah punah maupun yang masjh hidup di masyarakat; dan/atau '
,  e. berasosiasi dengan tratfisi yang masih bedangsling. ' ' ' '
.Pasal44
Cagar Budaya dapat ditetapkan' menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila
memenuhi syarat; ' . \
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untukdilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masagaya.yang khas; ^ ^ '
G. tingkatketerancamannyatiriggi; d, jenisnya sedikit; dan/atau
e. Jumlahnya terbatas.
Pasal^S- , '
Pemeringkatah Cagat Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 uhtuk tingkat nasibhal
ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provmsi dengan Keputusan GuberriuV; atau tingkat
kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
iW A -sK'/
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Pasal 39
&;|i -
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi
tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keannanan dan kerahasiaan data yang dianggap
perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . ■' ,
PasaUO
(1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal darl InstansI Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan iuar negeri menjaditanggungjawabMenteri.
(2) Pengeloiaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi
tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(3) Pemerintah meiakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasionai
Cagar Budaya yang dikeiola oleh pemerintah provinsi.
(4) Pemerintah provinsi meiakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasionai
Cagar Budaya yang dikeiola oleh pemerintah kabupaten/kota.
BagianKelima
Pemeringkatan
Pasai41
Perherintah dan Pemerintah Daerah dapat meiakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan
kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota
berdasarkan rekomendasi Tim Ahii Cagar Budaya.
■ ■ f-
I-.--
%
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>  Pasaliog
(1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke Iuar wilayah Negara Kesatuan
Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud daiam Pasai 68 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 6 (enam) buian dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl .500.000.000,00
(satu miliarlima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau bupati/waii kota, membawa Cagar Budaya ke iuar
wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud daiam Pasai 69 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rpl .000.000,00
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 110
Setiap orang yang tanpa izin Menteri,. gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi
ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 81
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling iama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rpl 00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rpl .000.000.000,00 (satu miiiar rupiah).
Pasal 111
Setiap orang yang tanpa izin pemiiik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).
Pasai 42
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasionai apabila memenuhi
syarat sebagai:
a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa)
b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di
Indonesia;
Pasal 112
Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan
sebagaimana dimaksud daiam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
18 39
PRE^lbEN
\, ' n n ^Pasa|:i.13
(1) T5ndak pldana^ ^^^^y^ dilakukari oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha
bukanb^badanhukum,duatuhkankepad^^^ -
ar badan usaha; dan/atau
b: orang yang memberi perintah untuk melakukain tindak pidana.
(2) tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan.
usalha bukan berbadan hukum, dipidana djengapditarnbah l/i^
denda sebagaimana dimaksud dalam Pa^ all 01 sampai dengan Pasal 112.
(31 Tindak pidana y^g dilaicukan prang yangj mernberi p^^^
dipldana dengan ditambah 1/3 (sepertlgal dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasai l Ol
' sampai dengan Pasal 112. '
-  y • n n -V' n • ; ; -■ . - .V .
■  ^ PasallM- ■ , ,
atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatannya tetoit dengan Pelesbrian Gag Budaya, pidahanya dapat
ditambah 1/3 (sepertiga).
■  y ' -...U '
(lj Sejain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undahg-Undang ini,terhadap setiap
orangyang melakukaatlndak pidana sebagaimana dimaksud dalani Pasal 101 sanjpai dengan
Pasal 114 dikenaitindaten pidana tambahan berupa:
ay kewajiban mengembalikan bahan, bentufetata letak, dan/atau teknjk pengerjaan sesuai
dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau -
b perampasahkeuntungahyangdipbrp^^ - '
(2) Sefaih pidana tanibahan sebagaimana dimaksud pada ayat t1), terhadap badan usaha berbadan
berupa peWcabutan izin usaha.
1^-
I  ,y
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atau
insiatau lebih
Pasal34
(1) Situs Cagar Budaya atau
lebih dltetapkah sebagai Cagar Budaya pro^^^ ^ y s
(2) Situs cigar Budaya atau
ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.
\'Pasal25 ^ ' /y, '
Pemerintah kabupaten/kpta menyampaikan basil penetapan kepada pemerintah provinsi dan
selanjutnyaditeruskankeF^^ .
•  " ■ ■ :Pasar36''' . y"'.;
Benda, bangunan, struktur,; lokasi> atau satuan ruang geografis yan memilil^i arti^^ ^k^^^
masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 11 dapat ditetapkan sebagai Cagar
Budaya dengan KepulHisan'Menteri atau Gubernur setelah memperp(eh rekomendasi Tim
Ahll Cagar Budaya sesuai dengan tingk^nnya. ^
Bagjanlfeempat
P^catatan : \ y
•  ■ . -/'yv " ^ . y; y, -"yy ■ ^ ;Pa#37_:y ;y ,y'y." ^
(i ) Pemerintah merpbentuk sistem Regi^er Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data
-GagarBudaya..., .,, ^ ■ ■ ■■'yy ,y y-- -\ y.y/. •"":'yy "^■ '-y'
(2) Benda, bangunab struktur> Ipkasi, dan satuan ruahg geografis yang telah ditetapkan
Gagar foidaya barus dicatat dl dalarn Register Nasional Cagar ^ B^
sebagai
y^;''-, -y'' . •Pasal38"
Koleksi museum yang menienuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional
CagarBudaya; .
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a. Keputusan M
b. Ifeputu^h Gubernur untuk tingkat provinsi; dan - i
(4)Da1ammelakukankajian,Tim AhiiCaga unitpeiaksanateknisatau
satuan kerja pefangkat 3aerah yang bertanggung jawab dl bidang Cagar Budaya.
(5) Selama proses pengkajiain, benda, bangunan, struktur, atau lokasl hasil penemuan atau yang
didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
Pasal32
Pengkajian terbadap koleksi museum yang-didaftatkan dilakukan oleh Kutator dan selanjutnya,
diserah to kepada Tim Ahli Cagar Budaya;
Bagian Ketiga Penetapan ,
'  Pasa) 33
(1) Bupati/waii kota mengeluarkan p^netapan status Cagar Budaya paling lama 30*
benda/bangunaa stttiktur^ lokasl, dari/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak
sebagalCagar Budaya. » - : j /
(2) Setelah tercatatdalam Register Naslonal Cagar Budaya, perbiilk Cagar berhak
jTiemperolehjaml^ r ^ •
a. suratketefangan status Cagar Budaya; dan
b. suratketerangan kepemlllkan berdasarkan buktl yang sah.
(3) Penemu benda,^ bangunan, dan/atau struldur yang telah: ditetapkan sebagai Benda Cagar
Budaya; Bangunpn Cagar BU^daya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat
kompensasl. ^ r
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n  ' vBAaxir.. • v
KETENTilANP^A^^^
•  •, Pasal1l6'
Pengeloiaan Cagar Budaya yang telah memliiki lzln wajl^b menyesual^^^ ketentuan persyaratan
berdasarkan Undang-Undarlg lnl paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya yndang-Undang.ini.
BABXIil
KETENTUAN PENUTtiP
.  Pasal 117
Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ml ditetapkan paflng lambat l
(satu) tahuDsejaktahggal pengundangan Undang-Undang Inl.
Pasal 118
Pada saat tlhdang-Undang Inl mulal berlaku,semua peraturan perundang-undangan yang merupakan n
peraturan pelaksanaan darl Undang-Undahg Nompr 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 NQmor27, Tambahaii Lembaran Negara Republik
Inddnesia l^omor 3470) dlhyatakan^^^ m sepanjang tidak bertenfangan dengan
ketentuandalamyndang-Undanglnl. .
'  ^ Pasal 119
Pada saat Undang-Undang Inl mulal beHaku^Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dicabut dan dinyatakan tldak berlakd
nnn , ' n;pasah2o.--;. ,
Undang-Undang Inl mulal berlaku^pada tanggal djundangkan. Agar setlap orang mertgetahulnya,
memerlntahkan pengundangan Undahg- Uhdang Iril dengan penempatarinya dalam Lembaran
NegaraRepubllk Indonesia;
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pada tanggal 24 November 2Q10
-  PRESIDENREPUBLIKINDONESjA,
,  ■ ttd
SUSILO BAMBAMG YUDHbYONO
Orundarigkaiidl Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
MENTERIHUKUM DAN'HAKASASI MANUSIA
REPUBLIKINpONESlAi , •=
ttdv . ' :
■  li:
r
PRESID©^ .
REPOBUKJNbQNESlA
Pasal29
kebada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipun^t biaya. ,
(2) Setlaporang d melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan,
struktur, danbkasi yang diduga sebagai Cagar Budaya mesklpun tldak memiiiki atau
menguasalnyai , •
(3) Pemerintah kabupaten/kota melaksapakah pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai olefea
Negara atau yang tidak diketahui penjiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
0)iPend(aftaran Cagar Budaya di luartiegeri dilaksanakan oieh perwakilan
:;[^b"J^liklndone$ia.d^ ^ ' r
(SjHasil pendaftaran sebagaimana dimaksud.pada ayat (1), ayat(2)rayat (3)^;'dap ayat^:(#
dilehgkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
i;6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (lj yang tldak dldaftarkan oieh
^  pemiiikhyadap^atdlambirallh oieh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerab;
r  RATRIALISAKBAR .. . ' Pasal Bp
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOM tBQ.
Sallnah sesual dehg^ri asllnya
SEKRETApiAT NEGARA Rl .
-  , Kepala Biro PeratUtanPerundang-undangan. ^
.  BldahgPoJjtlkdariKesejahteraanRakyat;
ttd
WIsnu Setlawan
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Pemerintah memfasllLtasI pernbentukan sistem dan jejarihg Pendaftaran Cagar Budaya secara digital
dan/atau nondigital.
.  ) BagianK^dua
.  Pengkajian ^ c
•  ' PasalBI ■ ' - :
Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya, •
(2) Pengkajiari sebagaimana dimaksud pada ayat (i) bertujuan melakukan ideiitifikasi dart t
-  klasifikasi terhadap benda> bangOnan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yiang diusulkan
untukditet^pkan sebagai Cagar Budaya. - , ^
j»RE$tDEN
REPUBUK INDONESIA
Bagian Kedua /
.. . , Pencafian ^ ^
f^asal26
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan> struktur, dan/atau lokasi
yangjdidugasebagaiCagarBudaya. .
(2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dllakukan oleh set iap prang
•  dengan peoggalian, pfenyelaman, dan/atafu pengangkatan di darat dan/atau di air
(3) Pencarian sebagaimpna dimak§ud pada ayat (1) dan- ayat (2) hanya dapat dilakukan meialui
penelitian dengan tetapmemperhatikan h'ak kepemiljkan dan/atau penguasaan lokasi.
(4) 5etiap orang-diiarang m"elakuka^^pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya
dengan-penggalianrpenyelamarv dan/atau pengangkatan-dLdarat dan/ataujdJ.^r.5eiagaiina_Qa^
dimaksud padaayat (2), kecuali-dehgan^izin Pemerintah ataupemerintafiiPaerah,sesuai dengan
-kewenangannya. . ' .
(5) Ketentuan.lebih ianjut mengen^i pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
,dalam Peraturan Pemerintah. - .
^  • Pasai 27 '
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur
dalam Peraturan Pemerintah. - . ^  ^ ^ - ^ '
BABVI ^
REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA
.  B^agian Kesatu • - - '
t  Pendaftaran , '
. . n Pasal-28/ - ■-■ ■ ■■ .
Perherintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan
Pendaferan.
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PENJELASANATAS
UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONESIA NOMOR^II TAHUN 2910
TENTANG
CAGARBUDAYA
I. UMUM ' : ^ ^
jPasal 32^yat (1),Undang:Und^ng Dasar-Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa "negara-memajukan kebudaya^n/nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan
menjamin ,kebebasan masyarakat dalcim memelihara dan m^ngembangkarv nllai-nilai budayanya?'
sehingga kebudayaan Indonesia perludihayati oleh seluruh warga negara. Olehkarena itu, kebudayaan
Indonesia yang raencermlnkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan^guha memperkukuh^ati diri
bangsaj mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan
persatuan bagi terwujudhya cita-cita bangsa pada masa depan. ^ ^
Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat
pehgamalan Pancasila, meningkatkan" kualljtas hidup, memperkuat kepribadran bangsa dari
kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahtecaan
masyarakaf sebagai arah^kehidupan bangsa.. ^
Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara RepubliklndonesiaTahun 1945 itu, pemerintah
mempunyai kewajiban rnelaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Sehubungan''dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia,
baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal
pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadr penting perannya
uritukdipertahankan keberadaannya.
Warisanv budaya/bendawi (tangible)dan bukan.behdawi (ihtangible) yang bersifat .nilal'tnilai
merupakan bagian integral dari kebudayaan-secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang inl
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menekankan Cagar Budaya yang bersifet kebendaah^ Walaupun demiklan, juga mencakup nilai-nilal
penting bagi urnat manusia, seperti sejai-ah, estetika> ilmu peng^tahuah, etnologi, dan keunikan yarig
terwujud dalam behtuk Cagar Budaya. '
Tidak semua warisan'budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehldupan
masyarakat pendukungnya (living societyllerbu^ cukup banyak yahg digunakan dldalam peran
baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai
pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya -
sebagai monufrien hidup (living monument); Dalam rangka mehjaga Cagar Budaya dari ancarnan
pembangunan fisik, balk di wilayah perkdtaan> piedesaan, maupun yang berada dl lingkungan air,
Ketika ditemukan, pada umumnya Warisan budaya sudab tidak berfdngsi date^
masyarakat Weadmonumend.:Namun,adapulawarisanbUdayayang rn^asih berfuhgsi^^^s^ semula
(living monumenp. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yahg jelas mengenai pemanfaatan kedua
jenis.Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan rnonumenmati yang
diberi fungsibaruTsesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itU; pengaturan mengenai pemanfaatan
mpnumeri hidup juga harus meraperhatikan aturan hukum adat dan nprma soslal yang berlaku di
dalam masyarakat pendukungnya. ^ ^ " v
Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya-memiliki sifat rapuh, unik, langkar terbatas, dah
tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, balk di
Wilayah perkptaan, pedesaan, maupun^^ y^ berada di lingkun^n air; diperlukan pengaturan
untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelertariannya mencakup tujuan untuk
melindungi, mengembangkan, dan memanfa^tkapnyk Hal Itu berarti bahwa,upaya pelestarian perlu
memperhatikan keseimbangart antaratkepentingan akademis, ideologic; dan ekPnomis^
Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datahg menyesuaikan dengan paradigma baru
yang berorientasi pada pengelplaah kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan
perkembangan, serta tuhtutan dan kebutuhan hukum dalam raasyarakat.
Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusuneh Undang-Undang yiihg tidelk
sekadiar mengatur peie^tkian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain setiara keseluruhan
berhubungan dengan tihggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan.
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PENEMUAN^P^
. V , :I^^Nifi!i0satu
Penernuan \ -
" . " ; i , Pa^23 : : n
0) Setiap orahg yang meneniukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan^ng diduga
Bangunan Cagai^daya/Struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau Idka^i yang
kebudayaan, Kepplisian Negara Republik Indonesia^ dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga
pulUh} hcirrsejakditeihu^
diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah,
I, instansi yang berwenang dibidang(3)
n  ^ :
(1) Setiap prang berhak memperbleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau Ipkasi
(2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sartgat langkajenisnya, unik rancangannya, dan sedikitjumlahnyadi Indonesia,
dikuasaiolehNegara.^^^ u
(3) Apabil^ temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rantangannya, dan jumlahnya telah memenuhi
kebutuhan negara,dapatdimiliki oleh penemu. -
;  ^ , >Pasal25:
Pemerintah.
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atati Pemerlntah Daerah. -
-  ' . .. , , Pasal20 '
Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Repubiik
Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjahjian internasional yang^sudahdiyatifikasi/
perjanjian bilateral atau diserahkan langsung.oleh pemiliknya, kecuall diperjaiijij^n lain sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan.peraturan perundang-uhdangan..
^  ?asal.21 . . .
(1) Cagar Budaya atau benda/ bangunan^struktur, lokasl atau satuan ruang geografis yangdiduga
sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dllarang dimusnahkan atau -
dilelang. " ..
(2) Cagar Budaya atau benda, bangunan/struktur, lokas^atau satuan ruang geografis yang diduga
Seagal Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat
pehegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(3) Daiarn me sebagaimana dimaksud pada-ayat (21 aparat penegak hUkum
Pasal 22
mejakukan pelin^ Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Pndanga^^ . ~ ;
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidakisecara jelas dim'unculkan. Di samping
itu, nama Cagar Budaya juga rnengandung pengertian mendasar sebagai pelindungah viransan
hasil budaya masa Ia1u yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan> dan evaluast yang baik
berkaitan dengan pelindungan/pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber
daya budaya bagi kepentingan yang luas.'
II. PASAL DEMI PASAL : I
Pasal 1 ' 1 • , .
Cukupjto.
Pasal 2 : - '
Hurufa > .
Yang dimaksud dengan/'asasPancasila^adalahPelestarlan Cagar ^
Budaya dilaksanakahberdasarkah nilaimilaiPancasila. •
Huruft) - '
Yang dimaksud:dengan '^sas BhinekaTunggal lka"adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa.
memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kpndisi khusus daerah,
dan budaya dalam kehidupanbermasyarakatberbangsa, dan bernegara.
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:Hurufc, V Z'-'
Yang ditnaksud dengan"asas kenusantaraan":adalah bahwasetiap upaya Pelestarian.
Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan sdurdh Wilayah
■Hucufd _,., .. ■ w
Yang dimaksud dengan^sas keadilan"adalah PelestadanCagarBudaya
keadilan dan kesetaraan skara I
Hurufe .. ; , • -
Yang dimaksud dengan "asas I
melalul jaTTiinan adanya kepastian hukuniv . - .
■Huruff ' ;■ ' - :
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pelestarian Gagar Budaya dapat
dimanfaatkan untuk kepientingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikah;
ilmu pengetahuan, teknblogi, kebudayaan, dan pariwisata.
Hurufg^ ^ i
Yang dimaksud dengan''asas keberlanjutan"adalah upaya Pelestarian Gagar Budaya yang
dilakukan setara terus-menerus c
Hurufh :
Yang dimaksud dengan''asas partisipasi"
berperan alrtif dajam Pelestarian Cagar Budaya,
' ■ .HurufI \ "v: •
Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah Pelestarian Cagaf'Budaya
dipertanggungjawabkankepadamasyarakatsis^aratfaniparandanterbukadengan
memberikaninfbrmasiyangbenarvjujuodantidakdiskriminatif^
PasalB"- ' ' ^ ■ , ' . ^ — ^ -
Cukupjelas. - , •- ' • .
Pasal;4-' " .;v -
Yang dimaksud dengan "di air" adalah laut, sungai, danau, waduk^ sumutv d rawa. /
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.  ... : 'PasaM7::>:' ' ..v' ' ■ ■■
(1) Setiap orang dijarang hiengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat
provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya/ kecuali dengan
izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. ' ^ ■
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenar pemberian izin sebagaimaria dimaksud pada ayat (T) diatur .
dalam PeraturahPemerihtah.
Pasal 18
(1) Benda Cagar Budaya> Barigtinan Cagar Budaya,
dWljki olehPemerintah^PerneriptahDaerahidan/atau seti^ dapat disimpandan/atau
dirawatdi museum. ; '
(2) iMuseum sebagalnrtaha dimaksud pada ayat (1) mei^pakan lembaga yang berfungsirn^^
mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa; benda,l)angunan,dah/ataustruktur yang telah
ditetapkah sSbagai Cagar Budaya atau yang bukan Ckgar Budaya, dan mengornunikasikannya
.  kepadarpasyarakat; ; : v ^
(3) Pelindungan, Pengembangan,dari Pemanfaatan koleksi rhuseumsebagalrnapadim^
ayat (2) berada di bawah tahggung jawab pengelola museum.
(4) Dalam pelaksanaan tanggUng jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib
memiljki Kurator. -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerihtah;
•  ; - ' . . . . • PasaM9 * , ^ '
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya 'paling lama 30 (tiga puiuh) hari
sejakdiketahuinya Cagar Budaya yangrdimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah
wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. ;
kepada instansi yarig berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan/atau instansi terkait paling lanria 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang
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oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • '
Pasal 13 .
Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-
temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
PasalM
(1) Warga negara asing da'n/atau badan hukum asing tidak dapat memlliki dan/atau menguasai
Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan
menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Warga negara asing dan/atao badan hukum asing sebagaimanadimaksudpadaayat(l)
dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 15
Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.
Pasal ie
(1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau
setiaporang lain.
(2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan
Cagar Budaya.
(3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara '
diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual,diganti rugi, dan/atau penetapan atau
putusan pengadilan.
(4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 ' . ' . ' ,-1 >
Huruf a , » ... • .,
Cukup jclas. .
Hurufb ' '
Yang dimaksud dengan "masa gaya"adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang
berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan,
pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misainya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya
arsitektur tropis modern Indonesia pertama,
Huruf c
Cukup jelas. '
Hurufd , . J: <i - , .
Cukup jelas. ' ;
Pasal 6 .
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sisa-sisa biota" adalah bagianyang tertinggal dari flora dan fauna yang
terkait dengan suatu daerah.
Hurufb
Yang dimaksud dengan "bersifat bergerak"adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya
mudah dipindahkan, misainya keramik, area, keris, dan kain batik.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal?
Huruf a ;
Yang dimaksud dengan"berunsurtunggal"adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan
dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yang dimaksud dengan "berunsur banyak"adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis
bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.
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Yang dlnriafeud dengan ''berdifi be bangunah yangtldakteto^
alarn,keGUaliyangmenjaditempatlcedudukanny^^^^
Yang dimafaud dengah "menyatu dengah formasi alam''adalah struktur yang atas-
,  tanah atau pada formasi alam lain, balk
PasalS .
' Hurufa ; " v
Yangdimaksud dengan "berunsur tunggara
Yang dirnaksud dengan" berunsMrbanyak-adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenls^
.bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuanriya. ^
/Horufb!'/. n , ,
Cukupjelas.
■;Pasai9 " ' ■ : V"'- '
■"Cukupjeiai;-- :"^.. ' V -r. ■: ""■"•■ ■ ■
^'.PasaiTO ■ -. - V ; \\ v-X'- .
. Hurufa v
' ■--Cukupjelas. ■" ■■ ■
-: - :/Huruf'b^ . _• ; ■ ■
Yang dirnaksud dengan'"lanskap budaya"adalah bent alam hasll bentukan manusia yang
meneerminkan pemanfaatan situs atau kawasan padamasaTalu. ~ .
GukUpjelas. /
• /■ ■ ■• Hurufdv. >;-■ - ■ ■■ ■ ■\ :V
Cukupjelas. ^ " '
^  • Hurufe> . ■ - • _ ■ ■ ■ ■:/v.- ■ - . ■ /■ ,.
Cukupjelas. . " " -
;--Huruff V -V
' ^ -Cukup-jelasv/'' ^ ■ '''n:.
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I .
b; berupa lanskap budaya hasil bent^ manusia beru'sia paling sedikit SO (linia pUlub) tahun;
c. memiiiki ppia yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa ialu berusia paling sedikit 50 , ,
(iimapuluh)tahun; . .
d. m6rnperlihatkan pengariUh fnanusia masa Ialu pada proses pfemanfiiatan ruang berjkala Ira
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskapbudaya; dan
t memiiikHapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau
endapanfosii.
\ ^ 'V-- ,
Benda, bangunan, struktur, iokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasarpeneiitian memiiiki art!
BAB IV
•■■■ : ■. Pasai n • ' ■■
(1) Setiap orangdapkmettiilikidan/ataumenguasai Benda GagarBudaya,,Batigunan CagarBudaya,
.  Struktur Cagar Budaya, dan/atau, Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikaii fungsi
sosialnya sepanjangtidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
{2) Setiaporangdapafmeihiliki dan/atau mehguasai Cagar Budaya apabilajumlah dan jenis Benda
- Cagar Budaya, Bangunan Cagar Buda_ya;'StrukturCagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya
tersebuttelah raemenuhi kebufuhan riegara;
(3) Kepemilikan sebagairharia dimaksud pada ayat (1) dati ayat (2) dapat diperoieh melalui pewarisan,
hibah, tukar-menukar, hadiah, pembellan, dan/atau putusan atau penefaparr pengadilan,kecuali
yang dikuasai oleh Negara. - - " - v
(4) Pemiiik Benda Cagar Budaya; Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs
Cagar Budaya yang tidakada ahli warisnya atau tidak raenyerahkannya kepada orang lain
berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah seteiah pemiliknya menlnggal, kepemilikannya diambil alih
nn
RRESil
REPUBUK INDONESIA
.  - PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
Benda^agar^dayadapat: '
a. berupa banda a)am dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-
sisa biota yang dapat dihubungkan dengahkegjatan manusia dan/atau dapatdihubungkan
deng^ns^arah manusia; n .
feberslfatbergerakatautidakbergerak;dan . v
c merupakan kesatuan atau kelompok. ^
Pasal 7
Ban^unan Cagar Budaya dapati
a, berunsuf tunggaFatau banyak; dan/atau
■^b;i
V  ^ ^ Pasal B
Strul^ur Gagar Budaya dapat:
a.>.erufisur turiggal atau banyak; ejan/atau
b. sebagFan atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
Baglan Kedua Situs dan Kawasan
Pasal 9
a. mengandung (Benda Cagar Budaya, Bangunaa Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya;
' "■daa- -^ . .-v 'v ^ ' ■ : ' . ,
b. ipenylmpan Infotmasl ke^
Satuan ruang geografis dapat dltetapkan ^ebagal Kawasan ^
a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau leblh yang letaknya berdekatan;
..
f' . -
\  '
. -PasaUT ■■
Yang dimaksud dengan^artlkhususbagl rnasyarakaf'adalah memlllkl nllal pentlngbagr
masyarakat kebudayaan tertentu.
Yang dlmaksud dengan %rti khusus bagi bangsa"adalah memlllkl nllal penting bagi n'egara
dan rakyat Indonesia yang menjadlslmbolpemersatu/kebanggaan jatrdlrl bangsa, atau yang
merupakan perlstlwa iuar bjasa berskala naslonal atau dunia. ;
Pasal 12
Ayatd)
;  Yang-dlmaksud dengan ^ Yungsl soslalnya'^adalah pada prlnslpnya Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimlllkl oleh seseorang
pemanfaatannya tldak hanya berfungsl untukkepentlnganprlbadl> tetapl jugaurituk -
kepentlngan umum, misalnyaontuk jcepentlngan llmu pengetahuan,teknologl, pendldlkan,^
parlwlsata,agama,sejarah;dankebudayaan. ^
Ayat^(2) ^ ^ , . . .
Yang dlmaksud dengan "telah memenuhi kebutuhan negara"adalah apablla negara sudah
mefnillkl Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah
. danjenlsnya secara haslonai telah tersimpan dl museum Pemerlntah dan/atau Pemerlntah
Daeiah sertadi sltus^mpat ditemukahnya;
Ayat;(3):, ■ ;; .. ^
Cukupjelas. ; ' ^ !
;/^at(#' '
£ukupjelas. " . - .
i^sallS ^ ' ■
Yang dlmaksud dengan "masyar^kat hukum adat"adalah kelompok masyarakat yang berm
dlwllayah geografis tertentu yang memlllkl pei^s^if} kelompok (Iprgroup feeling), pranata >
pemerlntahan adat,hartakekayaan/bendaadat, dan perangkat norifia hukum adat.
Cukupjelas.
r-
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PasallS ^
'  '' :Cukupjelcis.> -
Pasali6'; - ' n n n ' n' • \ . . .
Cukupjelas; ^ .
Pasa^:\7:^ '■ >' : '
Cukupjelas. ; :
Pasal 18 ••.
Ayat(1)
Cukupjelas. "• ; ■ '■-■/VV'"" - ■ v"
Ayat,(2)-- -r, . • ■ -/
Cukupjelas. :
Ayat(3): '':y"'. ^ -V- ''
Yang dimaksud dengan "koleksr adialah benda-'benda 'bukti material hasil budaya,termasu^^^^^
naskah kuno, serta material alam dari llngkungannya yang mempunyal nllal penting bagi sejarah, :
llmu pengetahuan^ pendldlkah, agama, kebudayaan, teknologi, dan/iatau parlwlsata. '
■ •.Ayat(4) -■V/; \ : VV\
Cukupjelas. -
Ayat (5) ~ , ' ■ ; - ' . \
Cukup jelas. ^ ^
■pasailQ-"' ' ' ;
AyatlD ^ ^ v {
Yang dimaksud dengan Iristansi yang berwenang dl bidang kebudayaan"adalah unit pelaksana
teknis untuktingkatpusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPO) untuk tingkat daerah. .
'  ■Ayatl2r ■ ' ; ^
" ■Cukupjelas. . ;..v" ■ ■ : ■ ; • i ■ " ; ■■/
Pasal,20,- ^ .y-;- . , ,
Cukupjelas.
<
:
1
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g. keberlanjutan;
h. partislpasl; dari
Ltransparansldanakuntabllltas. > / ' ;
PasalS -
Pelestarlan Cagar Oudaya bertujuan:
a. melestarlkan warlsan budaya.bangsa dan warlsart umat manusia;
b.1
c. rnenfiperkuat keprlbadlan bangsa;-
d.meningkatkankes^ahteraanrakyat;dan ^ ^
e.mempromosikan warlsan budaya bangsa kepada masyarakat Internaslonal.
'  ■ ■ ■ ■' • ' ■Pasal4;: ' -
Lingkup Pelestarlan Cagar Budaya rnellpuU^Pelipdun'ganr Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar
Budaya dl darat dan dl air.
KRITERIA CAGAR BUDm
Bagian Kesatu .
:  Benda, Bariguhan, dan Struktur .
'  V. Pasdrs ^
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagal Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya; atau Struktur Cagar Budaya apablla memenuhl kriteria;
a. berusia 50 (lima puluhjtahun atau leblh;
b. mewaklllmasagaya paling sihgkat berusia 50 (lima
G. memlilki arti khusUs bagtsejarahvllmu pengetahuan, pendldikan, agama> dan/atau kebudayaan; dan
d.r
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32. Ad^ptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk; kegiatan yang iebih sesuai
dengan kebutuhan masa kmi dengan melakukaDperubahan terbatasyarig tidakakah
mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yahg mem
nilai penting.
^-33; ' n
34. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadapBerida Cagar Budaya, Bangunan Gagar
Budaya,etau Struktur Gagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagianhya.
35. Setlaporang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat^ badan usaha berbadan bukum,
"  dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. v-
36. Pemerintah Pusat,selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
n^emegang kekuasaan pemerintahan Negara.Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Penrierintah Daerah adaiah gubernur, bupati, atau wall kota, dan perangkat daerah. '
sebagai unsur penyelenggara pemerintaban daerah: ; ; - s
3B. Mehteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
BAB II
ASAS,TUJUAN> DAN LINGKUP
Pasal2
PelestarianGagarBudaya'berasaskan;;
:KPabcasiia;
b. BhinnekaTunggal Ika; .
c. kenusantaraan;
dkeadilan; V
e. ketertiban dan keipastiah hukuin;
i kemanfaatah;
fc"
. Pasal2t.: X - '
Yang-termia^uk'^parat penfegakhukum" ^ hakim.
Ayat(2) ; ' ^
Gukupjelas. -
Ayat(3);,
Gukupjelas. , r
Pasal22 \ ^
Gukupjelas. - , , '
Pasal23 \ ' . _ . ~ , .
Gukupjelas.
Pasal24.
Gukupjelas.
Pasal25 . . ' . ^ '
Gukupjelas.
• ■Pai5ai26;-
Gukupjelas. ^ r
Pasal27,, _ ' ■ ; '/■
Gukupjelas. " ;
"Pasal;28 . • . ^
.  Gukupjelas. :
Pasa[29- ,. .
Gukupjelas. ' .
Pasal30'
Gukupjelas. -
Pasal31 ; .
• Ayat(i)^: ,
.  ■^^.^,GukupJelas,. ^
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:Ayat{2), • . . ^ '
rCukupjelas. ' _ y -
.AyatiS) ^ . ^ ^ ^-
Gukupjelas. • ,
;Ayat:(4) ^ '  n
Gukupjelas.
Ayat (5) " ' . ' '
.,::Pasal32^ : : ; •
Yangdimaksud dengan'tiilihdungi dah diperlakukan sebagai^Cagar $udaya"adalah benda/
bangunan, struktury atau lokasi yang dianggap telah rnemenuhi kriteria sebagai Gagar Budaya;
. Gukup jafe
^Pasal:33 -fr'-y:,' ' n '■ ■■/ "V-" '
.Ay^il) .. •■ • • ' ; " v' -;" ■ ■ . -
Gukupjelas. '
■■Ayat(2). ' ' .
'HMryf^i, ^ , r
Gukupjelas. v '
'.Hurufb- V ■ . ; \
Gontoh^bukti yaog sah" antara lain/adalah sertifikat hal^ilik atas tanab, kuitansi pembieliah; d
surat wasiat yang djsahkan oleh,n^
%at:(3) ■ ; . •,
'' , Cukupjaias.- /''' - ' , ' ./'y- v." .
■?asai-34. ;■ ^ ,y . 'y ; v •' . -y. - '. -
s  Gukupjelas. - V v ' ' ;
_Pasal ^  ■ ■ ' v ^ ; • y::-y-^'
Cukgpjelas: . ' . . ■ : "
.-Pa»l36' y.v; .y-y- ^ ^ y "
^  Gukupjel^ , -
21. Pengeldlaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan
• Gagar Budaya melalui kebljakan pengaluran perencanaan; pelaksanaany dan pengawasan untuk
sebesaribesarnya kesejahteraah rakyat ,
21 Peleistarlau adalah upaya dinamis untuk mempert^hankan keberadaan Gagar Budaya dan
nilainya dengan eara mellndungi; raehgernbangkan^dan mernan
23. Pelindungan^dalah upaya merrcegah dan menanggu(angi darl kerusakan, kehancuran, atau
kemusnahan'dengah cara Penyelarha^^ Pengamanari, Zonasi, Pernellharaan, dan Pernugaran
GagarBudaya. : • ; - ■
24. Penyelamatan adalah upaya iiiehghindarkan^^ d^^^^^ menanggulangi G^gar Budaya dari
. kerijsakan, ketianeurah, atau kMusnahan.
25.Perigarhanartadalahupa)^mehjaga^tianitiencegabGagarBudayadariahGamandah/ -
^  atau gangguan. , ' ' ' ' ' - - '
26. ZonasI adalah penerttuan batas-batas kdruangan Situs Gagar Budaya dan Kawasan Gagar Budaya
sesual dengan kebutuharv. . - y
27. Peme1iharaan adalah upaya inenjaga dan merawat agar kondisi folk Gagar Budaya
. t^p^:fe;^ari.;yy' - • :,i;y ./y. ^  _ y-.y ;y\^ ■ r.yV^ y-. -y. -yy^.y/: ;vA."y:v 'y,
28. Pemugaran adalah upaya pehgembalian kondisi fislk Benda Gagar Budaya, Bangunan Gagar
Budaya, dan Struktur Gagar Budaya yang rusak sesual dengan keasllan bahan, bentuk,
tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpahjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nllal, Informasl; dan promosl Gagar Budaya serta
pemanfaatannya melaluiPenelltian, Beyltalisasi,danAdaptasiseGaraberkeianjutan serta tidak
bertentahgan dengan tujuan Pelest^jan. . y
30. Penelltlah adalah kegiatan ilmlah.yang dH'akukan mehUrut feldah dan metpde^^^^^^
untuk memper6lehlnfornf\asi, data, dan keterangan bagi kepentln^n Pelestarian .Gagar Budaya,
• llrnu pengetahuan, dan pengernbangan kebudayaan.
31.RevltaHsasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untUk riienumbuhkan kemba
nllal pentlng Gagar "Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tIdak bertentang^ri
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9. pikuasai oieh Negaia adalah kewenangan t^Flihggi yang dirriiliki preh negara xia|arn
jneny^Iehggara perbuatan hukunr^^^berkenaan dengan pelestarian CagarBudaya;
10. Pengalihan adalah prosies pemindahan hak kepemitikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari
setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negarl
11.Kompehsasl adalah Imbalan berupa uang dan/atau bukan uang danPemerlntahatau
Pemerlntah Daerah.
12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan/atau bentuk lain berslfatnondanauntuk
mendorong pelestarlan Cagar Bydaya darl Pemerlntah atau Pemerlntah Daerah.
1 S.Tim AhPr CagarBudaya adalahkelompok ahll peiest^rian c(an berbagal bidang llmu yang
memlllkPsertlfikat kompetensi untukmemberjkanrekomendasi penetapan,pemerlngkatan^dan
penghapusan Cagar Budaya. ^ , -r -
M.Tenaga Ahlf Pelestarlan adalah orang yang karena kompetensikeahllan khususnya dan/atau
memlliki sertlfikat dj bldang Pelindungan, Pengembangan, atau Peman^atan Cagar Budaya.
15. Kurator adalah brahg yang karena kompetensi keahllannya bertanggung jawab dalam
pengelolaan koleksl museum, .
16. Pendaharan adalah upaya pencatatan benda,bangunan/struktur,lDkasl, dan/atau satuanruang
geografis untuk diusulkan sebagal Cagar Budaya kepada pemerlntah.kabupaten/kota atau
perwakllan Indonesia dl luar negerl dan selanjutnya dlmasukkan dalam Register Naslonal
Cagar Budaya.
17. Peinetapdn adalah pemk^rjan s^tusCagar Budaya terhadapbanda^bangunan^ struktur^iokasl;
atau satuan ruang geografis^^^y^^ pemerintah kabupaten/kbl^i berdasarkan
rekqjhehdasl
18. Register Naslbna^agar Budaya adate^^ resmi kekayaan budayabaogsa berupa Cagar
Budaya yang beradadi dalam dan dl luar negerl,
19. Penghapusan . adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya darl Register Naslonal
CagarBudaya. ^
20.
pndrl^s nasionai.
Pasal 37
Cukupjeias.
Paal 38
Cukupjeias
Pasal 39
•
melalul penyuluhari^rnedlaGetak, media elektrdnlfc dan pement^sansen^^
:Pasar4d;v'. v.;; ;■/
Cukupjeias. • -v "■
-Cukupjeias.
"Rasal^ , ' V '
Huriifa -
• V ■- Cukupjela^ / .■'■K;: ' /v'" ;" . . ' , • _ ■ ■ "■
^Hurufb ^ ' .
Yang dlmabud dengan^adlluhung^atlalah Cagar Budaya yang mengandung nllal-nllal yang
.  pdlngtmggl. • V
V \Huaifc . -i
Cukupjeias. ;
■'VMurufd
Cukupjeias. ^
Hurufe
Cukupjeias. .
Pasal43 /V'" ■ - -
Cukup jelas. .
Pasar44 • • ■V
Cukupjeias. , ^ .
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CMkupjelas.
'Pasal46 • .
Gukupjelas.
■  'Pasal47- - ■ '
;  Guloapiela^. r--v y;^r
; Pasal4^-v ^ ':V' '
Hurufa
Yang dimaksud dengah %Msnah"adate^^ lagi.
^
' :HtirufG. ^
-Gukupjelas. -
V. '■■ Huidfd'^' .,V "-V ' '
Gukupjelas. ,
Pasai49^7-■■■^■ ■•'• ■ ' ,/ . "' '
GUkupjelas. . v, v ;
v'Pasa|5Q-'^y. • ■. . v • . .;y ^ , -
Gukupjelas.
^asaisf;- , _ :■ ■;- • ;
Gukupjelas.
/Pasaisi, - ■
Gukupjelas.' ■
PaialSS • '
1^'
Gukup jelas.
Ay^t(2) ;
Gukupjelas.
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KETENTUANUMUM
PasaM .
1. Gagar Budaya adalah warisah budaya bersifat kebendaan berupa Benda Gagar Budaya;
Bangunan Gagan Budaya, Struktur Gagar Budaya, Situs Gagar Budayay dan Kawasan' Gagar*
Budaya di darat dan/atau dl air yang perlu diiestarikan keberadaannya karenasinemiliki nilai
penting bagi sejarah,!ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan/atau kebudayaan melalui
yprosespenetapan. ' v ' '
2. Benda Gagar Budaya adalah benda aiarn dan/atau benda buatan manusia; baikbergerak rnaupun
tidakbergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-^bagiannya, atau sisa-sisanyayang
vmanusia. ^^^
3. Bangunan Gagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alarrvatau benda buatan
manusia untuk memenuhi kebutuhan riiang berdinding dan/atau tidak berdinding,, dan beratap.
4; Struktur Gagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang k^iatan yang menyatu dengan alam, sarana,
dan prasararta untuk rhenampung kebutuhan.manusia.
5. Situs Gagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda
Gagar Budaya, Bangunan Cag4r Budaya, dan/atau Struktur Gagar Budaya sebagai hasil kegiatan
manusla^^taubukti.kejadianpada;masalalu.y '
6. Kawasan Gagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memilikWua Situs Gagar Budaya atau
lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas., '
7. kepemiiikan adalah hak terkuat dan terpenuh terbadap Qgar Budaya dengan tetap .
.  memperhatikan fungsi sosial dafn kewajiban untuk melestarikannya.. ^  .
8. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah
Paerah^ atau setiiap brang untuk mengelola Gagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi
sbsiar dan kew^ban untuk melestarikannya.
.  ;PRESfD?N
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.  ^ d.. , bahwa dengan adartya peruBaharr paradigma pelestarlah
cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis,
/  akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan
kesejahteraart rakyat;
e.t bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda'
Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, >
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehihgga
perlu diganti; , .
f. bahvya berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dimaksud
,  ; dalam hjuruf a, hujuf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
merrrbentuk Undang-Undang tentang CagarBudaya;
Mehgingat : Pasal 20, Pascil 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) •
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
.  . ^ 19^5;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
^an
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG CAGAR BUDAYA.
Ayat'S) n , . -
Cukupjelas. " '
Ayat (4) . - ^ /
Yang dimaksud dengan "kegiatan pendokumentasian" adalah pendataan, antara lain uraian. teks,
grafts, audio, video, foto, film, dan gambar.
Pasal 54
Cukup jelas. ' ,
Pasal-55 ' '
Cukupjelas. -
Pasal 56 ,
Cukupjelas.
Pa^al57 ' . T-
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" ; adalah kdndisi yang mengancam
kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.
Pasal58^- n ■" •
.  Cukupjelas.- - - " ••
Pasal 59 ,
Cukupjelas. ! . ;
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukupjelas.- ' -
Pasal 62 ^
Cukupjelas, .
Pasal 63 ^ '
Cukupjelas.
Pasal §4 . _ , . ' .
■  Cukupjelas.
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^Pasal'65. './ : n . n • n , n • , ' •
Cukupjelas. '
Pasal66 " . ^
v" - • '' ■;'Gul<upjelas. '-; ■ -
•Pasal,67 •;- i . ,
Gukupjelas. - / ' ..
Pasal 68
Cukupjelas. . ^ .
^Pasal:69/-
' Cukupjelas. . .
^Pasal70- '—' : ■■■ . : ■ ' V".
Cukupjelas. ' ' - >■
Pasal71. \ ^ ^
' /Cukupjelas.--.';.-, -
•Pasal72 >■"; -.V' - '.".. V' J'- ; ; V
Cukupjelas. . , - - . .
Pasal 73 \ : V
Ayat(1) . ; ^ ^ r " • ^
V CMkup jelas;. " ' -
■■Ayat,G) V
c^^ ^
;^t.(3) ^ - -v
Htirufav- .
Yang dimaksud dehgan "zbna inti" adafah area peliridungan ujtarha untqk menjjEiga bagian
terpentlhg Cagar Budaya.j '
Yang dirnaksud dehgan''zdna penyangga'\adafeh,area yang mejindungi zpna inti.
Hurufc ; •_
*  Yang dimaksud dengah "zgna pengembangan"adalah area yang diperuntukan bag!
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Menimbahg:
TEN1ANG CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMATTUHAN^NG MAHA ESA
raESIDEN REPUBLIK INbO
bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa
maniisiar
yang penting artlnya bag! peniahaman dan pengembangan
sejarah,ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupah
bermasyarakat, berbangsa,. dan berndgara sehingga
perlu dilestarikan dan dikeldla secara tepiat melalul upaya
pelindungan, pengembangan,. dan pemanfaatan dalam
rangka memajukan kebudayaan national untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;
bahWa untuk melestarikan cagar budaya/ negara ber-
tartggOng jawab dalarrt pengaturan pelihdungan, pengem-
; bangan,dan pemanfaatan cagar budaya; -
bahwa cagar budaya berupa benda, bahgunan, struktur,
situs, dan kawasan perlu dlkelpla oleh pemerinfah. dan.
pemerintah daerah dengan menlngkatkan peran serta
memanfaatkan cagar budaya;
PRESID^N
REPtiBUK INDONESIA
-}■
1>ENjELASAN ATAS UNDANG-UNDANti REPUBi^
NOMOR1TTAHUN2010
LUMUM '
II.PASALDEMIPASAL /
pengembBngan potensi cagar budaya bagi kepenflngan rekreasi, daerah konservasi lingkungBn
alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisidrtal, keagamaan, dan kepariwlsataan^; 2
.  Hurufd ^
Yang dimaksud dengan "zona penunjang" adalah area yang diperuntukan bagi saranaidan
prasarana penunjang serta untuk kegiatan kolTiersiai dan rekreasl unfium. - .
Ayat(4)' , ^ .
Gukupjelas.
Pasal74 , . - "
Gukupjelas: . ; -
Pasal75 ' . / ^
Gukupjelai -
Pasal76' , - • . * ^
Ayat(l) ' . • ; ^ ^ ^ ^
Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi '(deterioratron), yaitCi fenomena ■
penurunan karakteristik dan kualitasBenda GagarBudaya, balk aklbatfaktorfisik(misa[nya air,
api,dah cahaya),mekanis(misalnyaretak;danpatah), kimiawi (jnisalnya asam keras, dan basa
keras), maupun blologis (misalnya jamur, bakterl dan serahgga).
Ayat(2) : , - . .
Gukupjelas. . ' *
Ayat(3)
.  ' Gukupjelas. > '
Ayat(4) , - • ^ ^ .
^ (gukupjelas; ^
Ayat(5)
Gukupjelas.
-Ayat(6) , ' ;
Gukupjelas.
Pasal77 . ^ \ -
mo) ' ^ ^ '
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Yang dimakiud dengart'Yekonstruksi^adalah upaya mengembalikan BangunanGagar Budaya
keaslian bahan; teknikpengerjaan, dan tata letaKtermasuk daiam menggunakan bahan bam
sebagjaipengggantl bahanaslj. , >
Yang dimaksud dengan ^konsojidasr' adalah perbaikan terhadap Bangupan Gagar Budaya-dan
StrgkturGagar Budaya yang berti^juan.inemperkuatkonstfuksi dan menghambat proses
kerusakan leblh lanjut. vv
Yang dirtlaksud dengan''rehabilitasradalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Gagar i
Budaya dan Striiktur Gagar Budaya yang kegiatannya ditltikberatkan pada penanganan yang sifatnya
parsial. > - . ' i ;
Yang dimaksud dengan'Yestorasi" adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan ' .
mengemballkan keasllan bentuk, Bangunan Gagar Budaya, dan StruktUF Gagar Budaya yang ^
-  dapat dlpertanggungjawabkan secara llmlah!
Ayat(2) , ' .
Hurufa. . . ,
Gukupjelas ,
Hurufb . ' ^ ,
Gukupjelas. '' : /
Hurufc . . : ' ; -
Gukupjelas v .
;Hurufd v -
Komp^ensl pelaksaha dlteritukan b^ sHtlfikasl^bagalYenaga ahll,
A>^t".(3)'y' n
Gukupjelas.. • . •
Ayat(4) . - ' ^
Gukupjelas,
Ayat(5).' — /' n ''r
Gukupjelas.
BABVIIPELESTARIAN
Baglan Kesatu
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Pujl syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunianya,
~pada'tanggal^4 November 2010 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan UndangTUndang
RepubllklndpnesiaNbmor 11TaliUn2010jehtangCagaf Bud -
Undang-Uridang ml merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor STahun
1992Tentang Benda CagarBudayayang sudabtidak sesuai lagi dqngan paradigma pelestatian,Cagar
Budaya saat ini/ yang diperlukanradanya keselmbangan antara aspek ideologis, akadeniis, Tekologis
dan ekonbmis guha meningkatkan kesejahtefaan rakyat. Di samping itu puia bahwa penggantian
Undang-Undang ini diniaksudkan pula Untuk menyesuaikan perkembangan tuntutan.dan kebutuhan
hukum dalam masyarakatyang semakin dihamis. . ' ^
Peherbitan dan penyebarluasan buku Undang-Undang Republik Indonesia Nombr 11 Tahun 2011
diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan aeuan hukum bagi inasyarakat teptang berbagai ba)
yangterkaittentang pengaturan di bidangperlinduhgan.pengernbangan,.dan pemanfaatan Cagar-
Budaya untuk kependngan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama/sosial dap kebuday^n
maupununtukkepentingankepariwisataan; ^
palamkesjen^patan ini kami menyampaikan penghargaan yang setinggi:dnggl^^^^^^^
terinrtakasih kepada senriua pihak yang telah menyumbangkan ide-lde, gagasan-gagasan maupun
pemikiran-pemikiriannya, khususnya anggbta Kbmisi X DPR Rl para pakar, akademisi ^ an^^^lum^
jajbran Kementerian Kebudayiaaih dan Pariwisata yang terlibal dalam penyusunan hingga disahkan
Undang-Undang ini bleh Presiden Republik IndoheiSia/ ^ ^
. Semoga buku ini dapat rnemenuhj harapan dan tuntutan masy^rakat Ihdone^i^ dalarn ^
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